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MOTTO DAN PERSEMBAHAN ~

MOTTO »

e Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
\
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia ;
supaya kamu menetapkan hukum dengan adil (QS. An-Nisa : 59). |
¢ Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sesudah memberikannya pada
mereka, tetapi Allah akan ﬁenCabut ilmu dari mercka bersamaan dengan
dicabutnya para Ulama ilmunya. Maka tetaplah manusia dengan kebodohan,
- Ulama itu dimintai fatwa. lalu berfatwa dengan pendapatnya, maka

menyebabkan dan menjadi sesatlah merJeka (I—I.R.' Bukhari).
¢ Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi

indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna (H.A. Mukti

Ali).

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:
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. Bapak (Alm) dan Ibu tercinta

2. Kakak-kakakku tercinta
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PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan
sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diterb;tkan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan
lainnya. Pengefahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum
atau tidak diterbitkan, sumbemya yang telah dijelaskan di dalam tulisan dﬁn daftar

pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 31 Desember 2003

Penulis
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ABSTRAKSI

ASPEK YURIDIS FISCAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA
Oleh
Ahmad Ariyadi, S.Pd. SH.

Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat
mengenai  Yayasan, menjamin kepastian dan  ketertiban hukum serta
mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang
Yayasan telah memberikan landasan hukum bagi kehidupan Yayasan di
Indonesia. '

Di masa lalu pendirian Yayasan hanya berdasarkan pada kebiasaan
masyarakat dan yurisprudensi, yang pengelolaannya sccara ‘komunikasional atau
tradisional, sekarang di dalam era reformasi sudah tidak lagi, yailu Yayasan
dikeola secara konvensional, keterbukaan dan akuntabilitas agar dapat
berkembang dengan sehat dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Sehubungan aspek perpajakan bagi Yayasan, selama ini timbul berbagai
kesalahpahaman, Sebagai organisasi nirlaba yaitu bahwa Yayasan tidak
membagikan laba atau keuhtungan yang diperolehnya baik dalam bentuk deviden,
bagian laba dan sejenisnya. Maka timbul berbagai anggapan bahwa Yayasan
bebas pajak karena tujuan Yayasan adalah dalam bidang sosial, keagamaan atau
kemanusiaan, yang semata-mata untuk kepentingan umum / kepentingan sosial.

Berdasarkan peraturaturan perud‘mg,—undangan perpajakan yang ada tidak
demikian adanya. Y"Lyasan sebagai badan hukum merupakan subyek pajak. Dan

“sebagai subjek pajak maka Yayasan dikenai pajak-pajak negara yang sampai saat

ini masih berlaku,

Dengan diberlakukannya perpajakan bagi Yayasan, maka Yayasan tidak
lagi ada alasan untuk tidak membayar pajak negara. Yayasan harus membayar
pajak-pajaknya untuk negara guna keperluan pembangunan. Meskipun demikian
dalam hal-hal tersebut ada beberapa kebijakan yang berupa kelonggaran-
kelonggaran terientu dalam hal membayar pajak-pajaknya Hal im terkait dengan
kepentingan sosial, keagamaan dan kemaanusiaan,




ABSTRACT

FOUNDATION ASPECT JURIDICAL FISCAL AND ITS PROBLEM
(Case study obedience of foundation would be to pay a tax in Semarang Barat)
By
Ahmad Ariyadi, S.Pd. SH.

Regulations Nb. 16, 2001™ about foundation which was enacted in 2001
is intended to give the true comprehension for hum about the foundation, to
guarantee the certainty or law and order in and 1o restore the function of
foundation as or lega! institution. In order to get the aims in social, religion and
humanism. The regulation of foundation has set a legal basic for the existence of
foundation in Indonesia. !

In the previous, [oundation was established base on custom and
jurisprudence. They had held and was managed communication system and
traditionally. In reformation era the foundation is managed fairly, professionally
and accountability. It means, they hope to grow up maximize.

Up to now, a miss understanding, had been related to the fiscal aspect of
foundation. As a not profit organization foundation does not provide an advantage
/ profit / benefit as a dividend or other. The assume come up the foundation does
not have to pay fiscal cause of. Its activities in social, religion, humanity field.
Base on the Indonesia ordinance of foundation. Foundation as a legal subject has
1o pay tax. 7

According the regﬁlatibns of foundation fiscal, there were no reasons that
foundation did not pay the tax. They have to pay the foundation tax to build a
nation whenever. There were some policy that was made by government cause of

the functions of social aspect, religion aspect and humanism aspect.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan liehadirat, Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penelitian dan penulisan tesis ini yang berju&ul "ASPEK-ASPEK YURIDIS
FISCAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA" sebagai syarat untuk
rhenyelesaikan program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
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berbagai pihak yang telah penulis terima selama dalam studi dan atau dari dalam
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Meskipun tidak ditulis tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lainnya.

- Dari lubuk hati penulis sampaikan rasa hormat dan bangga pada orang tua
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Rasa hormat dan terima kasih jugé penulis sampaikan pada pihak-pihak
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BABI

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILINAN JUDUL

Keberadaan Yayasan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru,

namun demikian pengakuan yayasan dalam perundang-undangan sendiri baru

"ada pada tahun 2001, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16

Tahun 2001 tentang Yayasan. Maka sejak itu eksistensi Yayasan di Indonesia
telah memperoleh landasan hukum yang kokoh,‘ selelah selama ini pendirian
Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan
yurisprudensi.

Di masa lalu pendirian Yayasan yang hanya berd,aéarkan kebiasaan,
doktrin dan yurisprudensi, di samping yang sungguh-sungguh bertujuan sosial,
keagamaan, dan k.emanusiaan, telah dipergunakan pula untuk tujuan-tujuan
yang menyimpang dari tujuan semula, seperti untuk memperkaya diti sendiri
atan pengurus Yayasan, menghindari pajak yang seharusnya giibayarkan.

Perlakuan sebuah Yayasan seringkali oleh pendiri, pengurus
diperlakukan sebagaimana layaknya perseroan terbatas. Yayasan didirikan
untuk memiliki saham, untuk melakukan usaha bisnis, untuk mengelola
gedung secara komersial, untuk menjalankan biro perjalanan dan menjalankan
usaha penyaluran ke luar negeri. Dalam hal ini Yayasan dipergunakan sebagai
badan usaha. Juga termasuk perusahaan yaﬁg mendirikan Yayésan untuk
dimanfaatkan dalam menjalankan usaha disamping - untuk mendapatkan

keringanan pajak. Ini' merupakan suatu bentuk pengelabuhan hukum.

. [OPT-POSTAK-UHDIP)




Mengutip hasil penelitian George J. Aditjondro, tahun 1998 :

"Mengenai Yayasan milik mantan presiden Socharto, setidaknya ada
77 yayasan yang kepemilikannya dapat dihubungkan dengan mantan
presiden Soeharto. Dari sekian banyak tersebut, tiga di antaranya
cukup likuid dan dijadikan mesin vang keluarga Socharto. Masing-

masing Yayasan Dharmais, Yayasan Supersemar, Yayasan Dakab.

Ketiga Yayasan tersebut melalui PT Nusamba sedikitnya menjadi

pemegang saham di 140 perusahaan".]

Scbagai salah satu contoh kasus hukum yang melibatkan Yayasan
yang masih segar dalam ingatan kita sekarnag ini_ adalah kasus
penyalahgunaan dana non bugeter Bulog yang menyeret ketua DPR RI Bp. Ir.
Akbar Tanjung yang menjadi salah satu terdakwa, telah melibatkan Yayasan
Raudatul Janah yang eksistensinya tidak jelas.

Lahimya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat
mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum  serta
mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Undang-Undang Yayasan telah memberikan landasan hukum bagi kehidupan
yayasan di Indonesia.

Akan tetapi, undang-undang yang baru ini disamping mengatasi
masalah juga telah menimbulkan pula berbagai permasalahan. Undang-undang
ini menegaskan kedudukan hukum Yayasan, bahwa Yayasan boleh berﬁéaha

memperoleh laba, menjawab pertanyaan siapa pemilik Yayasan, serta

" keharusan Yayasan bersifat terbuka, dan harus mempertanggung jawabkan

t <

! fiorum Keadilan No. 15, 15 Juli 2001, hal, 20.




kegiatannya kepada publik. Terdapat pula hai-hal yang belum jelas,
umpamanya apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan,
kesalahan dan kelalaian organ Yayasan, itikad baik, belum siapnya berbagai
peraturan pemerintah serta persoalan kontra prestasi bagi organ\Yayasan.
Tenfu saja un_dang-Lindang yang baru ini memberikan dampglk tersendiri bagi
yayasan yang sudah berdiri sebefum diundangkannya Undang-Undang Nomor

116 Tahun 2001,

Karakteristik Yayasan secbelum dan sesudah adanya Undang-Undang

Nomer 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2001, tentang Yayasan,
a. Ali Rido menerjemahkan pengertian Yayasan menurut P. Schollen
dengan unsur-unsur :,
— Badan hukum yang dilahirkan oleh pernyataan sepihak.
- Pernyataan b_erilsi pemisahan harta kekayaan
— Untuk tujuan tertentu dengan menunjukkan bagaimana kekayaan
itu diurus dan digunakan.
b. Persyaratan Pendirian Yayasan
1) Syarat materil :
— Pemisahan harta kekayaan
— Penentuan tujuan tertentu
— Adanya suatu organisasi .
2) Syarat formil : pendirian yayasan. harus dalam wujud Akta

Notanil.




c. Perbedaan pokok antara Yayasan dengan perseroan Perdata,
menyangkut bidang organisasi dan pemodalan, dalam praktik
kekuasaan tertinggi Yayasan ada pada para pendirinya.

Praktik peradilan selama ini terfokus pada kedua syarat pendirian
Yayasan, pemisahan harta kekayaan sangﬁt banyak dijadikén alasan
menuntut para pengurus Yayasan karena pada umumnya hasil usaha
Yayasan telah .dijadikan objek perebutan kedudukan dalam kepengurusan
Yayasan. Anak keturunan para pendiri sering muncul jadi pihak
berperkara karena melihat adanya kelemahan dalam organisasi Yayasan,
isi akta pendirian Yayasan sering dijadikan alasan untuk mengalibkan
harta kekayaan Yayasan, scolah-olah akla pendirian dapat dirubah sctiap
saat sesuai keinginan pengurus Yayasan.

Sesudah berlakunya UU No. 16 Tahun 2001, tentang Yayasan

a. Yayasan pada hakekatnya adalah kekayaan yang dipi‘sahkan yang oleh
UU diberi status badan huk_um.

b. Yayasém adalah subjek hukum mandiri yang tidak bergantung dari
keberadaan organ Yayasan;

¢. Maksud, tujuan dan kegiatan usaha :

— Bidang sosialf, keagamaan dan kemanusiaan (Pasal 1:1)

— Maksud dan tujuan tidak dapat dirubah (Pasal 17).

— Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan dapat melakukan
kegiatan usah.a dengan mendirikan badan usaha (Pasal 3: 1, Pasal

7).




— Badan usaha yeng didirikan harus sesuai dengan maksud dan
tujuan usaha (Pasal 7, 1, Pasal 8).
d. Hasil kegiatan tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus dan
Pengawas. |
¢. Yang berhak mengubah kegiatan Yayasan adalah Rapat Pembina, dan

bahwa perubahan AD, harus mendapat persetujuan Menteri.

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diharapkan akan
menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan Yayasan di
Indonesia, ‘sena menjadikan kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan
berfungsi sesuai dengan .maksudl yang berdasarkan prinsip keterbukaan dan
akuntabilitas. Penggunaan prinsip akuntansi, Moenaf 1. Regar dalam bukunya
yang berjudul Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntansi Publik disebutkan
sebagai berikut

"Peraturan pajak lidak memberikan pedoman menyusun neraca lapi

ada yang dinamakan laba kena pajak/laba fiskal. Laba kena pajak

dihitung dengan mempergunakan akuntansi dan berpedoman pada

undan-undang perpajakan sebagaimana mengacu pada prm51p

akuntansi".”

Dalam scktor pend1d1kan disebutkan dalam pasal 51 undang,-undanz,
No. 2 Tahun 1989 u,m'mg: Sistem Pendidikan Nasional dlscbuikan bahwa
"Pengelolaan  satuan keg,mtan pendidikan yang dxselengjg,arakan oleh

masyarakat dilakukan oleh badan { perprangan yang menye]eng,g,arakan satuan

pendidikan yang bersangkutan".

2 Moenaf H. Regar, Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akuntan Publik, PT. Bumi
Aksara, Jakarta, 1993, hal, 44. ‘

 Undang-undang Tentang Slstem Pendidikan Nasional, Himpunan, 1KIP Press,
Semarang, 1991, hal, 17.




Badan yang dimaksud dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 5 ayat 2
peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasiopal bahwa
Pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan _masyarakat harus dikelola oleh
Yayasan atau Badan yang bersifat sosial,

Demikian pﬁla dengan sektor kesehatan kesehatan dalam pasal 58“ Uy
No. 23 Tahun 1990 tentang 'zkesehatan yang 1ﬁensyaratkan ,saranﬁ kesehatan
tertenfu yang diselenggarakan masyarakat termasuk Tumah sakit harus
berbadan hukum.

Pembentukan Yayasan merupakan sarana yang paling efektif bagi
masyarakat bila mgin berpartisipasi dalam bidang-bidang tersebut di atas
sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan. Schingga akibatnya
bahwa pendir.ia'n Yayasan haﬁya sekedar untuk memenuhi syarat perundang:
undangan saja, sementara pada kenyataannya bahwa Yayasan tersebut
dikelola sebagai layaknya sebuah perseroan yang merupakan badan hukum
yang mencari keuntungan.

Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh sebuah Yayasan dalam
mendapatkan sumber I:_plen!dauaqn bagi kelaﬁgsungan Yayasan? Karena
pendanaan bagi yayasém merupakan pokoklkelangsurlxgan Yayasan untuk bisa
eksis, apakah cﬁkup memintﬁ atau menerima sumbangan dari donatur -saja
ataukah bisa dimungkinkein untuk. usaha bilanﬂana hasil kegiatan tersebut

benar-benar digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.




Bagaimana dalam hal perpajakannya, apakah ia termasuk dalam
kategori wajib pajak atah tidak? Bila ia wajib pajak, apakah hal-hal wajib
yang harus dilakukan sebﬁgai wajib pajak dan bagaimana perlakuannya?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001
tentang Yayasan disebutkan bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak
mempunyai anggota".*

Dalam struktur organisasi Yayasan tidak ada istilah anggota, yang ada adalah
pengurus, pembina dan pengawas.

Yayasan merupakan subyek pajak menurut perundang-undangan
perpajakan. Pengakuan Yayasan sebagai subyek pajak dapat dijumpai dalam
rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan Badan
adalah

"Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseorang komanditer, perseroan lainnya,

BUMN atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dan pensiun, persekutvan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana".’

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka Yayasan mementhi

syarat sebagai subyek pajak, walaupun Yayasan digolongkan sebagai

* HP Panggabean, SH. MS., Kasus Aset Yayasan dan Alternatif Penyelesaian Sengheta,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 192.

® Moch. Yudhi P, Sekilas Tentang Undang-undang No. 16 Tahiun 2001 Teniang Yayasan
dan Implikasinya Terhadap Sekior Pajak, Berita Pajak, No. 1485/Tahun XXXV/15 Februari 2003,
hal. 28. '




organisasi nirlaba yang bergerak di bidang-bidang tertentu (sosial, keagamaan
dan kemanusiaan),
Makna dari mirlaba (nof — for — profit) adalah bahwa Yayasan tidak

membagikan laba atau keuntungan yang diperolehnya baik dalam bentuk

defiden, bagian laba, dan sejenisnya karena Yayasan tidak mempunyai

pemilik maupun anggota. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu di
‘bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

Bagi pemerintah pajak menetapkan sumber peﬁerimaan negara yang
sangat penting dan sangat menentukan dalam pengharapan tabungan
pemerintah  (public .s'avling) ‘agar nantinya dapat membiayai sendiri
pembangunan tanpa ketergantungan pada pinjaman luar ‘negeri yang
merupakan penerimaan pembangunan. Sehingga tidak mengherankan

manakala pemerintah berupaya untuk menggali berbagai sektor yang yang

bisa dikenakan pajak dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Yogia S.

Meliala;
"Penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan dalam negeri (pajak
dan bukan pajak) dan penerimaan pembangunan (bantuan program dan
bahan program). Penerimaan dalam negeri lebih kurang 81% dari
seluruh penerimaan negara. Sedangkan sumber penerimaan dari negeri
sendiri lebih kurang 98% berasal dari penerimaan pajak".®
Menyadari betapa pentingnya arti sebuah pajak bagi pembangunan,

khususnya badan hukum suatu lembaga terutama Yayasan, maka penulis

tertarik untuk mengkaji beberapa ketentuan mengenai Undang-Undang

® Yogia S. Meliala, Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia, Penerbit ARMICO Bandung,

hal. 1-2,




Yayasan terutama mengenal pengaruhnya terhadap sektor pajak. Dengan
melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul : ASPEK-ASPEK

YURIDIS FISCAL YAYASAN DAN PROBLEMATIKANYA.

PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001
tentang Yayasan, disebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang
merupakan wajib pajak, yang betdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk sebagai pemungut-pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Sebagai badan yang merupakan wajib pajak, d:a]am kegiatan usaha,
Yayasan akan diperlakukan berbagai perpajakan di Indonesia dalam hal ini
penulis hanya membatasi pada perlakuan perpajakan bagi Yayasan yang
berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Semarang Barat.

Penulis mengambil lokasi tersebut karena wilayah Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Wilayah Semarang Barat berada di lokasi Ibu Kota Propinsi Jawa
Tengah yang merupakané pusat perekonomian dan lalu lintas perdagangan

yang banyak dijumpai keberadaan Yayasan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan

“dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak apa sajakah yang dikenakan terhadap Yayasan ?
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2. Bagaimanakah {lingkat kepatuhan Yayasan dalam membayar pajak-
pajaknya ?

3. Hambatan apa sajakah.yang timbul dalam pelaksanaan perpajakan bagi
Yayasan ? |

Keterangan :

Bahwa kepatuhan diukur dari kriteria dalam membayar pajak Yayasan, yaitu :

— Patuh . membayar pajak |

— Tidak patuh : tidak membayar pajak

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tyjuan Penelitian :
1) Untuk memperoleh informasi tentang pajak-pajak apa yang dapat
dikenakan terhadap badan hukum Yayasan.
2) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan bagi Yayasan dalam hal
membayar pajak-pajaknya.
3) Untuk mengetahui hambatan atau kéndalﬁ apa yang timbul dalarﬁ
pelaksanaan perpajakan pada Yayasaﬁ.
2. Kegunaan
Penelitian lini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu :
1) Praktis, hasil pénelitian ini nantinya. diharapkan dapat memberi
masukan bagt
1) Pendiri dan pengurus yayasan, bahan informasi untuk meningkat-
kan yayasan tentang arti pentingnya melaksenakan kewaji‘ban

perpajakan bagi bangsa dan negara.
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2) Dasar bagi para petugas pemungut pajak untuk menarik pajak bagi
Yayasan.

3) Sebagai bahan informasi yaﬁg berguna bagi masyarakat sehingga
lebih memahami tentang Yayasan dan memanfaatkan fuﬁgsi dan
tujuan Yayasan yang sesuai dengan landasan perundang-undangan
vaitu untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan,

4) Memanlaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan Yayasan.

5) Upaya sosialisasi Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang
Yayasan,

b. Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya

1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan
pengembangan hukum pajak khususnya yang berkenaan dengan
lembaga yang berbentuk Yayasan.

2) Bagi akademik, hasil ini dapat ‘c}ijadikan referenst dalam

mempelajari hukum pajak dan Yayasan.

E. SISTEMATIKA THESIS
Secara garis besarnya thésis ini terdiri dari tiga bagian, yaitﬁ :
1. Bagian Awal Thesis
Pada bagian awal ini, memuat : halaman judul, hﬁlaman’ pengesahan,
halaman motto dan persemba“han, kata pengantar dan daﬁa:r isi.
2. Bagian Isi Thelsis |
Pada bagian ini terdirt dari beberapa bab? masing-masing bab

merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan
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yang lainnya. Pembuatan sistematika dimaksudkan supaya dalam penulisan ini
lebih terarah sehingga dengan mudah untuk mengetahut isi keseluruhan dari
thesis ini.

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas dari msing-masing bab
dalam thesis ini, maka diuratkan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab kesatu, berisi pendahuluan yang terdiri dari sub bahasan : alasan
pemilihan judul, pembatasan maslah, perumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Alasan penulisan judul
menguraikan latar belakang aspek-aspek yuridis fiscal Yayasan dan
problematikanya yang mendorong bagi penulis tertarik untuk mengkajinya
dalam bentuk penulisan ini. Agar pembahasannya tidak terlalu meluas dan
mengamb‘ang, maka penulisan ini dibatasi pada obyek tertentu pada
pembatasan masalah. I‘;erumusan masalah berisi beberapa permsalahan, dalam
hal ini dimaksudkan agar memudahkan penulis dalam membahas bentuk
permasalahan yang diteliti. Tujuan dan kegunaan penulisan ini berisi
mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan kegunaannya. Sedangkan
sistematikanya berisi gambaran untuk memudahkan ghlam menangkap isi
keseluruhan thesis ini. |

Bab kedua, berisi tinjauan pusataka yang terdiri dari 4 (empat) sub
bahasan, yaitu : badan hukum Yayasan, pajak, aspek-aspek perﬁaj!elkan
Yayasan dan problematikaﬁnya [ pemungutan. pé}jak Yayasan. Sekitar penger-
tian Badan Hukum Yayasan, kegiatan usaha ‘dan tujuan sosial Yayasan,

kekayaan, organ-organ dan dengan pembukuan yayasan. Pengertian pajak,
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kedudukan hukum pajak., tata cara, hambatan dan sanksi perpajakan. Aspek
perpajakan bagi Yayasan yang menguraikan tehlang : Yayasan sebagai wajib
pajak, hak dan kewajibannya, serta perlakukan perpajakannya.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yang terdiri dari béberapa

macam sub bahasan yaitu : metode penelitian, spesifikasi penelitian, lokasi

penelitian, teknik penentuak sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik

analisa data.

‘Metode pendekatan menguraikan metode yang dipergunakan dalam penelitian

thesis ini yaitu metode yuridis normatif dan empiris. Spefisikasi penelitian
berisi tentang spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu
diskriptif analisis. Lokasi penelitian yang dipilih adalah KPP Wilayah
Semarang Barat karena berada di Ibu kota Propinsi Jawa Tengah yang
merupakan pusat kegiatan pemerintah dalam bisnis di Jawa Tengah. Teknik
penentuan sampel menguraikan tentang sejumlah Yayasan yang telah
mendapat terdaftar di Monografi Fiscal Kantor Pelayanan Pajak Wilayah
Semarang Barat yang kemudian dipilih sebagai sampel. Teknik pengumpulan
data berisi tentang cara perolehan data yaitu melalui data primer dan data
skunder. Sedangkan teknik analisa data menguraikan tenfang' penéolahan dgta
secara sistematika dan konpfehensif terhadap cara penjelasan pérmasalahan
yang dibahas.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasaq yang terdiri dari
tiga sub bahasan yaitu ; gambaran umum kéadaan witayah Kantor Pelayanan

Pajak Semarang Barat, perlakuan perpajakan Yayasan pada hambatan
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pelaksanaan pemungutan pajak ngasan. Gambaran wnum keadaan wilayah
Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat menguraikan tentang kondisi
geografis, kondisi sosial ekonomi, gambaran ekonomi daerah dan penerimaan
pajak. Perlakuan perpajakan bagi Yayasan menguraikan tentang pajak
penghasilan Yayasan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah Yayasan, bea materai bagi Yayasan, pajak bumi dan bangunan
Yayasan dan bea peroléhan hak atas tanah dan bangunan bagi Yayasan.
Sedangkan hambatan pelaksanaan pemungutan pajak menguraikan teﬁtang
kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bagi
Yayasan sehingga tidak dapat diperoleh pendgpatan pajak secara maksimal.
Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari dua sub bahasan yaitu
kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian
baik kepustakaan maupun lapangan yang telah diuraikan dari bab kesatu

sampai dengan bab kelima, sedangkan saran-saran berisi sumbangan dari

~ penulis yang dapat digunakan bagi semua pihak.

Al

3. Bagian Akhir Thésis
Pada bagian akhir penulisan ini memuat daftar pustaka dan lampiran-
lampiran. Demikian uraian. garis besar sistematika thesis ini, sehingga dapat

membantu menggambarkan kejelasan dari thesis ini.




BAB II

.+ TINJAUAN PUSTAKA

A. BADAN HUKUM Y:AYASAN

1. Pengertian

Pasal 1 Undang—Undaﬁg Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengakhiri
perdebatan para ahli hukum apakah Yayasan inempakan suatu badan hukum
atau bukan. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yéyasan Nomor 16 Tahun 2001:
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. |

Dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Yayasan Nomor: 16 Tahun
2001 ini, maka status badan hrukum Yayasan, yang semula diperoleh dari
sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (het Open systeem van
Rechtspersonen), beralth berdasarkan s‘istem tertutup (de gesloten systeem Van
Rechtspersonen). Artinya, sékarang Yayasan menjadi badan hukum karena
undang-undang atau berdasarkan undang-lmdang. Bukan berdasarkan sistem
terbuka, yang ber]ahdaskan pada kebiasaan, doktrin, dan ditunjz;ng oleh
yurisprudensi.

Berdasarkan teori l;ekayaan bertujuan yang pada mulanya diajukan
oleh A. Brinz, dinyatakan bahwa "Suatu badan hukum dapat merupakaﬁ atau
terdiri dari kekayaan yang diiaisahkan atau untuk mencapai tujuan tertentu",’

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Akan

! Dr. Chataramasjid, SH. MH., Badan Hukum Yayasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

2002, hal. 2.
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tetapi, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya hak-hak

atas suatu kekayaan, sedémgkan tidak ada 1 (satu) manusia pun yang menjadi
pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan
hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya, dan
sebagal gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan
atau kekayaan yang dimiliki oleh tujuan tertentu. Pada Yayasan tujuan itu
adalah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan. Teori ini secara selintas
mendukung pula pandangan bahwa Yayasan adalah miliki masyarakat.
Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia, atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Pasal 11 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
(1} Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
Yayasan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
memperoleh pengesahan dari Menteri.
(2) Kewenangan Menteri . dalam memberikan pengesahan akta
pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kedudukan Yayasan.

\ (3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah |
| Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana -

dlmaksud dalam ayat (2) dapat memmta perumbang'm dari instansi
terka:t :

Pasal 4 Undang-Undang ‘Yayasan Nomor 16 Ll“ahun 2001 disebutkan bahwa
Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Négara Republik

Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

* HP Panggabean, SH. MS., Op. Cit., hal. 194,
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Dalam hal kedudukan Yayasan disebutkan nama kecamatan, kabupaten, kota
dan propinsi.

| Ketentuan buf;ir 1, butir 2, dan butir 3 mengenai apa yang dimaksud
dengan Pengadilan, Kejaksaén, dan Akuntan; haruslah dihubungi(an dengan
mekanisme pengawasan. terhadap Yayasan yang diatur dalam undang-undang

itu.

2. Kegiatan Usaha dan Tujuan Sosial Yayasanl
Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memberikan
kesempatan bagi Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana
terlihat dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8.
Pasal 3 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
"1} Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang
pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan
usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada
Pembina, Pengurus, dan Pengawas."
Jelas terlihat dari ketentuan di atas, bahwa kegiatan usaha Yayasan

adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan

yang bersifat sosial keagaméan, dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan

. seseorang yang menjadi organ Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa

menerima gaji, upah, atau honor tetap. Ketentuan dalam ayat (2) di atas, lebih
mempertegas bahwa kegiatna usaha dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan
Yayasan dan bukan untuk kepentingan organ Yayasan.

Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.

3 Ibid, hal. 192.
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"(1)Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai
dengan maksud dan tujuan Yayasan.

(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam ber‘oaga] bentuk usaha
yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan
tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari selurvh
nilai kekayaan Yayasan.

(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang
merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota
Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana,
(4) Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan
serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku"."‘ :
Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan Nomor 16
Tahun 2001 disebutkan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan
mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia,
kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup
kesehatan, dan ilmu pengetahuan,

Ketentuan di dalam pasal-pasal di atas, menghapuskan kontroversi
apakah Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan
usaha. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Yayasan dapat melakukan
kegiatan usaha, atau lebih tegas dapat melakukan kegiatan usaha yang
memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya. Kegiatan dengan
tujuan mengejar laba haruslah tidak diperbolehkan memilth bentuk badan
hukum Yayasan, tetapi bentuk badan hukum lain yang tersedia untuk maksud |
mengejar laba seperti Perseroan Terbatas umpamanya.

Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan

usaha, baik dengan menjadi peserta dari suatu badan usha, maupun dengan

* Ibid, hal. 193. _ '

e g e ST



}Hquirikan suatu badan usaha bgw? sgsuai dengan ketentua_ﬁ dalam Uvﬁﬁng-

F;}flang Yayasan Nomor 16 Tahqﬂ 2001

§. Kekayaan Yayasan

Di samping apa yang dipefq}gh dari kegiatan usaha Yayasan, diperoleh
sebagaimana ketentﬁan dalamn Pasal 26 dan Pasal 27. |
Pasal 26 Undang-Undang Yayasan meor 16 Tahun 2001.

(1) "Kekayaan Yayasan Dberasal - dari | sejumlah kekayaan vyang
dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan
Yayasna dapat diperoleh dari:
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. wakaf;

hibah;

hibah wasiat; dan

perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku
ketentuan hukum perwakafan.

(4) Kekayaan Yayasna sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.”

P po

Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumbangan atau bantuan yang
tidak mengikat adalah smﬁbangan atau bantdan_ sukarela yémg _diterima
Yayasan, baik dari negara, masydrakat, m’aupﬁn dari pihak lain yang tidak
bertentangaﬁ -dehglan peratur'aﬁ‘perundang-undangan yang berlaku.® Wakaf
adalah wakaf dari orang atau dari badan hukﬁm. Kekayaan Yayasan yang
berasal dan" Walkaf tidak térmasuk hatta pailit. Mengeﬁai besarnya hibah

waslat yang dise;‘ahk.an kepéda Yayasan tidak boleh bertentangan dengan

5[/710' hal. 199.
% Dr. Chamtaramasjid Ais, SH. MH,, Badan Hu]mm Yayman PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, hal. 6. )
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ketentuan hukum waris. Adapun yang dimaksud dengan perolehan lain,
misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehari dari
hasil badan usaha yang didirikan oleh Yayasan atau hasil penyertaan Yayasan
pada suatu badan Usaha.
Pasal 27 Undang—Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada
Yayasan.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.’ '

Bantuan Negara untuk Yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal

34 Undang-Undang Dasar 1945.

4. Organ-organ Yayasan
a. Pembina

Anggota Pembina diangkat dari orang perseorangan yang adalah
pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan rapat anggota Pembina
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan
Yayasan. Pembina mempunyai semua kewenangan yang tidak diéerahkan baik
kepada pengurus maupun Pengawas oleh Undang—Undéng aﬁaupun‘Anggaran
Dasar. Ketentuan ini sangﬁt ‘mirip dehga'n kewenangan Rapat Umum
Pemegang Saham suatu perseroan terbatas, dan juga ketentuan bahwa
Angparan Dasar berlaku sebagai undang-undang bagi persercan terbatas

bersangkutan.

" HP Panggabean, SH. MS., Op. Cit., hal. 199
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Dalam hal karena sebab apapun, Yayasan tidak lagi mempunyai
Pembina, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keadana itu terjadi
harus diadakan rapat. gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas
untuk mengangkat Pembina, untuk mengisi kekosongan yang terjadi.

b. Pengurus.

Pengmus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan
Yayasan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun
2001 disebutkan bahwa Pengurus tidak boleh mefangkap sebagai Pembina
atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk menghindari
kemungkinan tumpéng findih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara
Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan - kepentingan
Yayasan atau pihak lain. |

Peran pengurus sangat dominan dalam suatu organisasi Yayasan
bilamana pendiri merangkap pengurus Yayasan. Pada Yayasan hal ini lebih
mencolok lagi dalam keadaan tidak adanya pendiri ataupun pada situasi di
mana Pendiri merangkap sebagai Pengurus. Keadaan ini hanya mungkin
sebelum berlakunya Undang—Updang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 secara
efektif. Undzmg—Unda.ng Yayasan Nmﬁor 16 Tahuﬁ 2001 secara efektif tidak
memperkenankan adanya suatu jabatan rangkap. |
c. Pengawas | | | M

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengatur adanya!
suatﬁ Badan Pengawas atau Pengawas dalam suatu Yayasan, yang bersifat

internal Yayasan itu sendiri. Undang-undang ini tidak mengatur adanya suatu
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Pengawas atau Badan Pengawas eksternal, seperti Charity Commission di
Inggris umpamanya. Jadi di sini Pengawas itu merupakan organ dari masing-
masing Yayasan. Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada
Pengurus. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pengawas  diangkat i dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan
berdasarkan keputusan rapat Pembina, sesuai dengan ketentuan da]am
Anggaran Dasar.

Pengawas diangkat oleh Pembina untﬁk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat diangkaf kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, Pembina wajib
jmemberitahukan secara tertulis perlihat penggantian ini kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Aéasi Manusia dan kepada instansi terkait. Penggantian
ini harus sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, atau Pengadilan
dapt membatalkannya atas permintaan yang berkepentingan dan kejaksaan

dalam hal mewakils kepenﬁngan umum.

5. Pembukuan Yayasan

Sesuai amanat UU‘NO. 16/2001, Yayasan diwajibkan membuat laporan
keﬁangan baik untuk kepentingan internal (organ :Yayasan) maupun eksternal
(publik). Ketentuan mengenai pel;zporan keuangan Yayasan disebutkan dalam
Bab VIII ten_tané Lﬁporan Tahunan, terutama pada Pasal 48 s.d Pasal 52
sebagai berikut :

a. Pengurus wajib membuat dan memyimpangr catatan atau tulisan

yang berisi keterangan mengenai hak atzu kewajibanb serta hal lain
yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan;
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b. Pengurusjuga wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan
Yayasan Dberupa bukti pembukuan dan data pendukung
administrasi kevangan; | _

¢. Setiap tahun, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara
tertulis, dengan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas dan
disahkan oleh rapat pembina paling lambat 5 (lima) bulan sejak
tanggal tahun buku yayasan ditutu, dengan memuat sekurang-
kurangnya:

— Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku
yang lalu serta hasil yang dicapai,

— Laporan keuangan, yang meliputi laporan posisi keuangan pada
akhir periode (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan
catatan (disclosures) laporan keuangan.

d. Ikhtisar laporan tahunan diumumkan pada papan pengumuman
kantor yayasan dan disusun sesuai dengan standar akuntansi
kenangan yang berlaku;

e. Pengurus dan Pengawas bertanggung jawab renu,ng, apabila
dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan
kepada pthak-pihak yang dirugikan;

f. Yayasan wajib mengumumkan ikhtisar terscbut pada surat kabar
harian berbahasa Indonesia dan wajib diaudit oleh akuntan publik
apabila memenuhi Kriteria:

— Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri atau pihak
lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau
lebih, atau

— Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp.
20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

g Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan tembusannya kepada
Menteri Kehaklman dan Hak Asasi Manusia (Menkeh & HAM)
dan instansi terkait.®

Sebagai sebuah organisasi nirlaba, Yayasan menggunakan PSAK No.
45 tentang Pelaporan Keﬁangan Orgaﬁisasi Nirlaba se’bagai daéar berpijak
dalam menyusun pembukuan terutama apabila yayasna telah memenu’:ﬁ
kriteria poin £ di atas. | |

Tyjuan ;::)émbuat'ain 1'ap,orar_1 keuangan adalah menyediakan informasi

yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyimbang, anggota

¥ Moch. Yudhi P, Op. Cit., hal. 31.
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'organisasi, kreditur, dan pihak lain y?mg menyediakan sumber daya bagi

'organisasi nirlaba, meliputi informasi méngenai X

a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva lainnya yang mengubah
nilai dan sifat aktiva bersih,

b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan
sifat aktiva bersih.

¢. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam-satu
periode dan hubungan antara keduanya.

d. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh
pinjaman ‘dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh
pada likwiditasnya.

e. Usaha jasa suatu organisasi

Kepatuhan dalam penggunaan standar akuntansi sangat rhenen.tukan
bagi pengurus dalam menyajikan informasi akuntansi yang bermanfaat bagi
pihak-pihak yang be_rkepentin gan bagi yayasan.

Laporan keuangan harus dibuat paling lambat 5 bulan sejak tanggal
tutup buku. Apabila tanggal tutup ’buku adalah akhir tahun (31 Desember),
dimungkinkan Yayasan; ﬁdak sempat untuk menyusun SPT Tahunan karena
belum selesainya laporan tahunan.

Untuk itu, Ditjen Pajak ;celah memberikan keleluasaan un"tu'k
/mengajukan perpanjanggn jangka waktu penyampaian. SPT kepada Yayasan
dengan menggunakan formulir 1771-Y (Badan) ke KPP tempat Wajib.Pajz‘Lk

terdaftar dengan syarat :
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a. "Permohonan diajukan secara tertulis kepada kepala KPP sebelum
batas waktu penyampaian SPPT tahunan berakh1r dengan
menyebutkan alasan-alasannya,

" b. Menyampaikan perhitungan sementara PPh yang terutang dan
melampirkan laporan keuangan sementara.

¢. Melampirkan bukti pelunasan pajak yang terutang berupa Surat
Setoran Pajak (SSP).

d. Jika dalam 7 hari kerja tidak ditanggapi oleh KPP setempatk
permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

e. Perpanjangan penyampaian SPT tahunan diberikan paling lama
enam bulan (2 kali perpanjangan)"

Apabila ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang
dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan
pembayaran pajak térsebut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dar{
saat berakhirnya kewajiban menyampaikan 'SPT (31 Maret) s.d tanggal
dibayarnj!a kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian bulan dihitung penuh

1 (satu) bulan.

. PAJAK

1. Pengertian Pajak
Definisi atau pengertian pajak ada beberapa ahli yang berpendapat,
salah satu di antamaya batasan itu diajarkan oleh Prof. Dr. P.J.A. Andriani
(pernah menjabat guru besar dalam hal pajak pada UniVersitaé A'mstercilam,
kemudian pemimpin internasional Bureau of Fiscal Documentatic;n, di
Amsterdam) yang berbunyi sebagai berikut : |
"Paja:kl adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,

dengan tidak  mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

® Ibid, hal. 31.

[OPT-PUSTAK-URDID)
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pengeluaran  umum  berhubung dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan”. ' ‘

¥,

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah bahwa Andriani

memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu

~species ke dalam genus pungutan (jadi, pungutan adalah lebih luas).

Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi kembali dari negara
ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran "iuran” itu.
Prestasi dart negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum,
perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu
diperoleh oleh pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara
individual dan tidak ada hubungannyé langsung dengan pemabyaran itu.
Buktinya orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam
kenikmatannya.

Sedangkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH memberikan batasan
pengertian pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(nonha prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk

membayar pengglgaran umum".

Kemudian definisi tersebut dipertahankan sebagai koreksi dalam. uraian buku

yang berjudul Pajak dan Pembangunan "Pajak adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

% . Santoso Brotodihardjo, SH, Pengantar L Hubwm Pajak, PT. ERESCO, Bandung,

1987, hal, 2.

N Drs, Mardiasmo, MBA,Akt, Perpajakan Edisi 4, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 1.




27

surplusnya yang digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber

utama untuk membiayai publik investment". 12

Dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur

“sebagai berikut :

a. Turan dari rakyat kepada ‘n.egara, yang berhak memungut pajak hanyalah *
negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang, pajak, dipungut berdasarkan kekuatan
undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¢. Tanpa jasa timbal / kon.tra prestasi di mana yang secara langsuﬁg dapat
ditunjukkan terhadap individu oleh pemerintah. _.

d. Digunakan untuk membi_aya{ rumah tangéa negara, yakrii pengamanan-
pengamanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bertitik tolak pada uraian terdahulﬁ dapat dikatakan Bahwa terdapat
perbedaan penekanan pengertian dibaﬁdingkan dengna definisi yang
dirumuskan telah tersebut di atas, dimana dalam tulisan ini ditekankan bahwa
pajak yang kita bayar merupakan kontribusi yang kita berikan atas
pemanfaatan barang dan jasa publik yang telah terlebih dahulu kita |
manfaatkan dan nikmati.

Berbicara tentang pajak yang kita bayarkan, sebenarnya jumlah pajak
yang kita bebankan pada kita tidak sebanding dengan kenikmatan dan manfaat
yang kita peroleh dengan tersedianya fasilitas umum. Terlebih lagi apabila

jumlah pajak yang kita bayar tersebut kita bandingkan dengan jumlah

12 prof Dr. Rohmat Soemitro, SH., Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapalan,

PT. Eresco, 1974, hal. 8.
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pengeluaran yang harus kita keluarkan seandainya kita sendiri yang harus

*

mengadakan fasilitas umum yang kita perlukan.

Pemerintah  senantiasa berupaya penyesuaian atas peraturan
perundang-undangan perpajakan sejaldn dengan perkembangan sosial, politik,
ekonomi dan buda;iza, sehingga pada tahun 2000 pemerintah telah menetapkan
lima Undang-Undang di bidang perpajakan yang terdiri:

"Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, UU Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU Nomor
19 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19
tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dan UU
Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan". i3

2. Kedudukan Hukum Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai -
kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut :

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan
individu lainnya.
b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan
rakyatnya, Hukum ini dapt dirinci lagi sebagai berikut :
- Hukum Tata Negara
Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
Hukum Pajak
Hukum Pidana.'

3 Adinur Prasetyo, Ak., M.Si., Peraturan Perundang-undangan Bidang Perpajakan di

Indonesia dari Masa ke Masa, Berita Pajak Nomor 1488/XXXV/1 April 2003, hal. 28.

' Drs. Mardiasmo, M.BA., Akt, Perpajakan, Andi Yogyakarta, hal. 45.
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Dengan demikian kedudukﬁn hukum pajak merupakan bagian .dari hukum
publik. |

IDalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex
Specialis Derogat Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih

diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau

. tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur -

dalam peraturan umum. "Undang-undang pajak adalah produk hukum dan
oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai
pembuatannya, pelaksanaannya, mauﬁun mengenai materinya. Prof. Drs. H.
Rohmat Sumitro, SH., memberikan pernyataan sebagai berikut"."” Dalam hal
ini peraturan khusus adalah hukum pajak, éeddngkan peraturan umum adalah
hukum publik atau hukum lain yang sudah ;a.da sebelumnya.

Hpkum. pajak menganut pahqm imperatif, yakni pelaksanaannya tidak
dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada
keputusan dari Direktur Jenderal P.ajak bahwa keberatan tersebut diterima, .
maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu mebayar pajak,
sesuat dengaﬁ. yang éelah ditetapk:an_ Berbeda dengan hukum pidana yang

menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaanhya dapat ditunda setelah ada

keputusna lain.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak
a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

'3 Prof. Drs. H. Rohm.at Soemitro, SH., Pajak Ditinjan Dari Segi Hukum, PT. Eresco

Bandung, 1990, him. 1.
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Stelsel nyata (riel stelslel)

Pengenaan pajak didasrkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni
setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Setelsel nyata
mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini
adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, Sedangkan kelelﬁahannya
adalah pajak baru dapt dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan
riil diketahui). *

Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu ‘anggapan yang diatur oleh
undang-undang,. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun ﬁajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun péljaié berjalan. Kebaikan stelsel
ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun Ibcrjalan, tanpa harus menungu
pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adlah pajak yang dibayar
tidak berdasark padé keadaan yang sesungguhnya.

Stelsel campuran |

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besamya pajak disesuaikan dengan keadana
yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari
pada pajak menurut anggapan, maka Wajib pajak harus. menaﬂlbah.

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
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1)

2)
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Asas Pemungutan Pujak

Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seiumh -penghasilar; Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, batk penghasilanyang berasal dari
dalam maupun aarj luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam
negeri.
Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasian yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya
pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada sctiap orang yang bukan
berkebangsaan Indonesia yang beriempat tinggal di Indonesia. Asas ini
berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.
Sistem Pemungutan Pajak
1) Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutah yang memberi wewenang kepada
peemrintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wéjib Pajak.
Ciri-cirinya :
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
fiskus. |

b) Wajib Pajak bersifat pasif.
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¢) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.
2} Self Assesmenet System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeﬁ wewenang

kepadﬁ Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak vang

ferutang. |

Ciri-cirinya :

a) Wewenang untuk menentukan besarnya. pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri,

b) Wajib Pajuk aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang,

¢) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi .wewenang
kepada pihak keﬁga (Buka;n fiskus dé,n bukan Wajib ajak yang
bersangkutan) ‘untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh.
Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenéng menentukan besarnya pajak yang terutang-ada

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

4, Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a. Perlawanan pasif
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Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapt disebabkan antara
lain :

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

2) Sistem perﬁaja’kah. yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

1) Tax avoidunce, usaha meringankan beban pajak dengan lidak
melanggar undang-undang.

2) lux evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara yang

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

5. Sanksi-sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau bisa
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar
Wayjib Pajak tidak mélanggar norma perpajakan. |

Namun' sebelum: sanksi‘d‘ikenz‘ikan oleh para wajib pajak terlebih
dahulu dilakukan upéya apa yang dinﬁmakﬁh dengan penagihan pajak,
menurut Muljo Hadi penagihan pajak ada]_a'h "serangkaian tindakan dari

aparatur Direktur Jenderal Pajak, berhubunga wajib pajak tidak melunasi baik
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sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang tentang menurut undang-undang
perpajakan yang berlaku". ‘6 |

Dalam undzingéundang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu
Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu
norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja ada yang hanya
diancam sanksi dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi
administrasi dan sanksi pidapa.

Perbedaan sémksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-

" undang perpajakan adalah :

Sanksi administrasi : merupakan pembayaran kerugian kepada negara,

khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut kelentuan dalam
undang-undang peipajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu : berupa
denda, bunga, dan kenaikan.

Sanksi pidana : merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya
yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang
perpajakan ada 3 maczim sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan
penjara.

Denda pidana : berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya
diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan
perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan képada Wajib Pajak

ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga

'® 1, Muljo Hadi, SH., Dasar-dasar Penagihan Pgjuk Negara, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 1993.
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yang melanggar norma. Denda pidana ;dikenaka';l képada tindak pidana yang
bersifat pelanggarna maupun yang bersifat kejahatan.

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat
pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena
pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuan-
nya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya
hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana
kurungan selama-lamanya sekian.

Pidana penjara sepé'rt'i halnya pidana kurungan, merupakan hukuman
perampa-san lcelmlérdelcaan. Pidana penjara diancamkan terhz‘ldap kejahatan,
Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga,

adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

. ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN YAYASAN DAN l’ROBLEMATIKA-

NYA | .
1. Kedudukan Yayasan Scbagai Wajib Pajak

Untuk ménentukan apakah Yayasan memenuhi syarat sebagai Wajib
Pajak dan dikenakan P.ajdk I:_’Ienghasilan, maka teriebih dahulu harus dilihat
pengertian Wajib Pajak. Secara umum dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak
adalah Subjek Pajak yang memiliki Objek Pajak. Subjek Pajak adalah orang

pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk

‘usaha tetap. Badan meliputi : personal terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, BUMN/BUMD, Yayasan, ormas, orsospol (Pasal 1 angka

2 — UU No. 17 Tahun 2000). Jadi jelas bahwa Yayasan memenuhi syarat

e e i
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sebagai Subjek Pajak. Selanjutnya untuk menentukan apakah Yayasan
memiliki Objek Pajak, maka harus dilihat apakah Yayasan 'memperoleh
penghasilan. Dalam UU Pajak, penghasilan didefinisikan secara lnas yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau_diperoleh Wajib

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun fuar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama

dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 — UU No. 17 Tahun 2000). Namun
UU Pajak memberikan beberapa pengecualaian  atas  sumber-sumber
penghasilan tertentu. Menurut Pasal 4 ayat 3 — UU No. 17 Tahun 2000, tidak
termasuk sebagai Objek Pajak, antara jain :

"a. Bantuan sumbangan -

b. Zakat yang diterima olch badan amil zakal atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat
yang berhak,

¢. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil sepanjang tidak ada
hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemili-kan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan”.

Jadi apabila ditelitt pengertian Objek Pajak, maka Yayasan dapat
memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak umpamanya dari
kegiatan usaha yang dilakukan oleh Yayasan atau Yayasan mungkin hanya
menerima bantuan sumbangan atau hibah yang dikecualikan dari Objek Pajak.
Apabila Yayasan memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang akan dikenakan
Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya.

Secara khusus, Pasal 1 angka 1 UU No. | 7/2000 mendefinisikan Wajib

Pajak sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

i g e e




perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemolong pajak‘ tertentu.
Pengertian Wajib Pajak menurut definisi tersebut mengandung makna yang
lebih luas. Yayasan yang memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak dan memiliki
‘Objek Pajak merupakan Wajib Pajak PPh badan dan dikenakan pajak
penghasilan badan. akan tetaI-)i, apabila ternyata Yayasan tidak memperoleh
penghasilan yang merupakan Objek Pajak (misalnya hanya memperoleh
sumbangan), Yayasan tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak untuk
tujuan pengenaan Pajak Pcnghasilan Badan, namun demikian karena Yayasan
juga membayar gaji karyawan, membayar sewa kantor, membayar jasa
Notaris dan sebagainya, maka Yayasan ditentukan scbagai pemotong Pajak
atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan, pemilik gedung, Notaris
dan scbagainya schingga Yayasan memenuhi syarat scbagai wajib pajak,
dalam hal ini sebagai wajib pajak pemotong.

Yayasan yang memenuhi syarat sebagai wajib‘ pajak (baik untuk PPh
badan atau untuk PPh pemotong) diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP (nomer pokok wajib pajak). Di samping itu, Yayasan
yang menjalankan kE:giatan penyerahan bargmg atau jasa tertentu di dalam
daerah Pabeah yang merupaka;n kegiatan rutin/kegiatan usaha Yayasan, maka
atas penyerahan tersebut terutang PPN (10%) apabila barang alal.ll. jasa yang
diserahkan 1ﬁerupakan objek PPN. Terdépat beberapa jenis barang atau jasa
yang dikecualikan dari pengenaan PPN, seperti barang kebutuhan pokok,
makanan dan minuman dan sebagainya dan berbagal jenis jasa seperti :

a. "Jasa di bidang pelayanan kesehatan
b. Jasa di bidang pelayanan sosial
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a)
b)

©)

d)
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Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
Jasa di bidang endidikan

Jasa di bidang pendidikan

Jasa di bidang kesenian dan hiburan

Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
Jasa bidang tenaga kerja ‘
Jasa di bidang angkutan umum (darat dan air)
Jasa di bidang perhotelan”. 7

Apabila ternyata Yayasan menjalankan bisnié penyerahan barang atau
jasa, akan tetapi omzet per tahunnya tidak melebihi Rp. 360.000.000,- untuk
barang atau tidak melebihi Rp.lS0.0Q0.000,— untuk jasa, maka Yayasan tidak
wajib memungut PI;N karena termasuk dalam kategori Pengusaha Kecil PPN

(KMK 522/KMK.04/2000).

2. Hak dan Kewajiban Yayasan Schagai Wajib Pajak
a. Hak Yayasan sebagai wajib pajak

1) Hak-hak yang Bersifat Umum

Mendapat formulic-formulir perpajakan sccara cuma-cuma.
Mendapat penjelasan / penerangan seperlunya secara cuma-cuma,
M’emperolch‘pelayanan sebaik-baiknya dalam penyelesaian urusan
perpajakarn,

M.emirﬁﬁk.kan.,"ora'ng fain uﬁtu.k bertindak sebagai kuasa,
Mcngajukan gugatdnpcrdata ataupun pidzma kepada Pengadilan
Negeri atas dasar pembocoran rahasia yang menyebabkan

timbulnya kerugian pada wajib pajak.

V7 HP Panggabean, SH. MS., Op. Cit., hal. 171.




39

2) Hak-hak sehubungan dengan pendaftaran diri

3)

4)

a)

b)

¢)

Menunjuk- kuasa untuk mendaftarkan diri dan menerima tanda
pendaftaran / kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1<IPWP) / Nomor
Pengukuhan Penguasa Kena Pajak (NPPKP);

Mengajukan permintaan perubahan data sehubungan dengan
kepindahan, penggantian jenis usaha;

Mengajukan permintaan penghapusan NPWP/NPPKP sehubungan

dengan tidak lagi menjadi wajib pajak.

Hak-hak Sehubungan dengan SPT PPh /PPN

a)
b)
c)

d)

Menunjuk kuasa Lmtuk menandatangani SPT;
Mengajukanpermohonana penundaan pemasukan SPT;
Menetapkan sendiri pajakyang terutang melalui SPT. SPT yang
sudah diisi dengan benar, setelah 10tahun sejak tahun pajak
berakhir, secara hukum "tetap dengan sendirinya”, dan tidak dapat
diganggu gugat lagi

Melakukan pembetulan sendiri atas SPT yang telah dimasukkah
dalam hal:

— Terdapat kesalahan tulis /hitung

— Terdapat kesalahanpenerapan tarif

Mengungkapkan sendiri ketidakbenaran isi SPT baik sebelum

maupun sesudah pemeriksaan.

Hak-hak sehubungan dengan pembayaran, pelunasan dan penagihan

pajak terutang

a)

Mengajukan permohonan untuk:




b)

d)
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(1) Mengangsur atau menunda atas tuggakan pembayaran pajak;

(2) Restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak;

(3) Keberatan dan banding;

(4) Perpanjangan penyampaian pemasukan surat permohonan
keberatan pajak;

(5) Mendapatkan penjelasan mengenai dasar pengenaan,
pemofongan atau pemungutan pajak untuk kepériuzm pengajuan
kebenaran.

Menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum

diterbitkan keputusna keberatan;

Keberatan Wajib Pajak atas suatu keletapan pajak diangga;;

diterima, apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi suatu keputusan;

Mendapatkan imbalan bunga dari pemerintah karena Direktur

J endemlji Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran

pajak;

Melakukan kompensasi kerugian dphgén tahun-tahun yang lain

se]ama. lima taht-m atau delapan tahun berturut-turut bagi usaha

teﬁentu; |

'Mengkredi.tkan PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotongoleh

pihak ke-3, termasuk pajak yang dibayar atau terutang di luar

negeri terhadap pajakyang terhutang;




5)

6)
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g) Mengajukan permohonan pembetulan atas surat ketetapan pajak
yang salah tulis, salah hitung, atau kekeliruan dalam menerapkan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

h) Mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajp Pajak atau bukan
karena kesalahannya.

i) Mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketatapan
pajak yang tidgk benar,

1) Mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam hal
Pajak Pertambahan Nilai.

Hak-hak lainnya

a) Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas segala sesuatu yang
diketahui atan dibeﬁtahukan oleh Wajib Pajak kepada pejabat
pajak; |

b) Dan lain-lain. .

Hak-hak Yayasan sebagai Wajib Pajak PBB

a) Mengajukan keberatan atau SPPT dan surat ketetapan pajak;

b) Mengajukan banding;

¢) Mengajukan pengurangan pajak yang terutang disebabkan;

(1) karena kondisi Objek Pajak yang ada sehubungannya dengan

Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya,; .
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(2) dalam hal objek terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa.

d) Mengajukan pengurangan denda administrasi atas surat ketetapan
pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP);

e} Mengaj ukan permohonan kompensasi atau restitust;

f) Dan lain-lan.

b. Kewajiban Yayasan sebagai wajib pajak
1) Kewajiban Yayasan sehubungan dengan pandapatan diri :

a) Sebagal wajib pajak, yayasan wajib mendaftarakan diri kepada
KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak di | mana yayasan
berkedudukan untuk mendapatkan NPWP, dan apabila yahasan
juga adalah PKP wajib melaporkan usahanya untuk mendapatkan
NPPKP;

b) Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan NPPKP
Untuk yayasan, kewajiban pendaftafan hanya pada Kantor Pusat,
dengan syarat sebagai berikut:

(1) mengisi formulir pendaftaran;

(2) foto copy akte pendirian;

(3) foto copy KTP / SIM Paspor salah seorang pengurus;

(4) foto copy surat ijin usaha keterangan tempat usaha / surat
keterangan lainnya dan instalasi yang berwenang;

(5) apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu

dilengkapi dengan surat kuasa.

ek e




2)

3)

4)

Apabila Wajib Pajak pemohon berstatus cabang, maka wajib
mendaftarkan sebagai pemungut / pemotong PPh Pasal 21, PPh
Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Jika Wajib Pajak tersebut melakukan
penyerahan BKP dan atau JKP, maka wajib mendaftarkan diri
untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan syarat melampirkan foto
copy kartu NPWP atau bukti pendaftaran Wajib Pajak dan Kantor
Pusatnya.

Kewajiban Sehubungan dengan SPT PPh /PPN dan SPOP PBB:

a) Mengambil sendiri,

b) Mengisi .dengan benar;

c) 'Menandataﬁgani;

d) Mengembalikan / menyampaikan kembali;

e) Mengisi SPO dan mengcmbalikan.

Kewajiban sehubungan dengan pembayaran, pelunasan dan pelapo;'an

a) Menghitung, menyetor / membayar pajakyang tertuang pada Bank
Pensepsi afau Kantor Pos dan Giro tepat pada waktu yang
ditentukan;

b) Melaﬁorkan pajak yang dibayr pada KPP atau Kantor Pelyanan
PBR (KPPBB) empat pendaftaran tepat pada waktu yang
ditentﬁkan.

Kewajiban sehubungan dengan penyelenggaraan peml.mkuan

a) menyelénggarakanpembukuan sesuai  ketentuan undang-undang

perpajakan;
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b) Memenuhi persyaratan penyelen ggaraanp.embukuan, yaitu:

(1) Selenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan

atau kegiatan yang sebenarnya,

(2) Dik?érjakan secara teratur dan pada akhir tahun ditutup dengan
Laporan Kuangan (Neraca) dan Laporan Perhitungan Laba
Rugi vang dalamyayasna umumnya disebut Perhitungan
Penerimaan dan Pengeluaran, berdasarkan prinsip embukuan
yang taat asas (konsisten) dengan tahun sebelumnya;

(3) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam
bahasa Indonesia atau délam baha'\sa Asing yang diijinkan oleh
Menteri Keuangan;

(4) Pembukuan dan dokumen harus disimpan selama 10 tahun.

5) Kewajiban schubungan dengan pemeriksaan

a) Memperhatikan dan meminjamkan pembukuan dan dokumen
pendukung;

b} Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atas ruangan
vang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

¢) Memberikan keterangan yang diperlukan;

d) Memberikan keterangan yang diperlukan dalam kaitannya sebagal

pihak ketiga.
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3. Perlakukan Perpajakan Bagi Yayasan
a. PPh Yayasan

Dasar hukum perlakuan pajak penghasilan baéi Yayasan dan
organisasi yang sejenis: ‘

"1) SE-34/PJ.4/1995/tanggal. 4 Juli 1995 tentang Perlakuan Pejak

Penghasilan bagi Yayasan/organisasi yang seje-nis.

2) SE-39/PJ.4/1995/tanggal 19 Juli 1995 tentang penyulu-han tentang

perlakuan pajak penghasilan bagi Yayasan/ organisasi yang sejenis.

3) Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-87/PJ/1995", 18

Sesuai dengan prinsip keadilan, sejak 1 Januari 1995 dengan
berlakunya UU No. 10/1994 pemajakan terhadap penghasilan Yayasan tidak
dibedakan dengan 'pemajak.an terhadap penghasilan badan usaha lainnya
sepanjang Yayasan memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak dari
kegiatan usaha yang dilakukannya. Jadi sepanjang Yayasan menjalankan
kegiatan usaha maka penghasilan Yayasan tidak dibebaskan dari pajak
penghasilan walaupun hasil usaha Yayasan diperuntukkan bagi pencapaian
tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap
pemajakan penghasilan dari kegiatan usaha terlepas dari bentuk hukum yang
digunakan untuk melakukan usaha tersebut. Sebelum 1 Januari 199l5,
penghasilan Yz_lyasan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan
sepanjang penghasilan tersebut berasal dari usahzi yang semata-mata ditujukan
untuk kepentingan umum (Pasal 4 ayat 3 huruf i — UU No. 7 Tahun1983) dan

penghasilan yang berasal dari modal sepanjang penghasilan tersebut semata-

mata digunakan untuk kepentingan umum (Pasal 4 ayat 3 huruf j — UU No. 7

¥ Hadi Setia Tun'gga], SH., Tanya Jawab Pajak Penghasilen, Harvarindo, Jakarta, 2000,
hal. 219. .
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Tahun 1983). Sayangnya fasilita‘s tersebut di atas ternyata banyak
disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dimana
wadah Yayasan digunakan untuk melakukanusaha komersial "agar dapt
menikmati pembebasan pajak akan tetapi hasil usaha yang diperoleh ternyata
digunakan untuk kepentingan priBadi. Oleh karena itu sejal_{ 1 Januari 1995
fasilitas tersebut tidak lagi diberikan dengan diberilakukarmya UU No.10
Tahun 1994 dan berdasarkan prinsip keadilan pemajakan atas penghasilan
Yayasan tidak dibedakan dengan pemajakan atas penghastlan dari bentuk
usaha lainnya. Prinsip keadilan tersebut terus digunakan dalam UU No. 17
Tahun 2000.

Kiranya menjladi jetas, bahwa berdasarkan UU Yayasan, Yayasan
diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam upaya mencari sumber
pendanaan, namun dari aspek yuridis fiskal penghasilan tersebut merupakan
objek pajak kecuali sumber dana yang diperolg:’h dari sumbangan dan hibah
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat pengecualian yang
diberikan terhadap Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan (akan
dijelaskan lebih lanjut).

Apabila dikaji, sumber dana Yayasan dalam suatu tahun pajak bisa
berasal dari dua jenis penérimaan / penghasilan yaitu :

1. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak sesuai dengan Pasal 4
ayat 3 - UU No. 17 Tahun 2000 (kaena dikecualikan oleh Undang-

undang).




2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dapat dikenakan PPh
dengan tarif umum atau yang dikenakan PPh yang bersifat final.
Pengeluaran Idana Yayasan dilakukan antara lain untuk membiayai‘
berbagai kegiatan yayasan. Ditinjau dari aspek yuridis fiskan, biaya-biaya
tersebut dapat dilgolongkan menjadi :
I} Biaya yang boleh dikurangkan (Pasal 6 — UU No. 17/2000)
2) Biaya yang tidak boleh dikurangkan (Pasal 9 — UU No. 17/ 2000)
Dengah demikian, penghasilan (neto) Yayasan adalah keuntungan

yang merupakan selisih lebih antara Penghasilan yang merupakan Objek Pajak

dengan Biaya yang boleh dikurangkan, sebagai berikut;

Jumlah penghasilan yang merupakan Objek Pajak (tidak termasuk A
penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat linal)

Dikurangi biaya yang boleh dikurangkan ;

|. Biaya operasional Yayasan B

2. Penyusutan dan amortisasi atas harta yang dimiliki dan C
digunakan untuk kegiatan Yayasan.

3. Pemberian subsidi, bantuan, beasiswa, pengobatan/ D
perawatan bagi siswa atau pasien tidak mampu dan biaya

lainnya.
{B+C+D) E
Selisih lebih (keuntungan) yang merupakan Penghasilan Kena Pajak (A- F

E)
(T terlebih dahulu dibulatkan dalam ribuan penuh ke bawah)

Pajak Penghasilan Badan yang terutang:
10% x Rp. 50 juta pertama
15% x Rp. 50 juta berikutnya

30% x sisanya

1Y

Apabila ternyata A lebih kecil dari E, maka selisih kurang tersebut

merupakan kerugian Yayasan yang dapat dikompensasi-kan dengan

' HP. Panggabean, SH., M.S., Op. Cit., hal. 174
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keuntungan tahun-tahun mendatang (maksimum 5 tahun) sesuai dengan Pasal
6 ayat 2 — UU No. 17/2000.

Yayasan wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Formulir
1771) selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun buku. Di samping itu,
Yayasan wajib menyetor dan melaporkan angsuran bulanan PPh 25 (apabila
ada).

Khusus bagi Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal
mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, diberikan perlakuan
khusus dalam bentuk pembebasan PPh atas selisih lebih (F) sepanjang dana
hasil surplus iersebut digunakén untuk pembangunan prasarana gedung dan
prasarana diperolehnya surplus tersebut. misainya tahun 2000 Yayasan
pendidikan memperoleh surplus (F). apabila dana hasil surplus tersebut
digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan iainnya
selama tahun 2001, 2002,2003 dan 2004 maka atas surplus (keuntungan)
tersebut tidak dikenakan PPh. (Kep. 87/PJ./1995 tanpgal 10 Oktober 1995).
Untuk dapat me:n:ikmati .fasﬂitas tersebut, beberapa persyaratan administratif
harus dipenuhi dalam bentuk pemberitahuan rencana pengeluaran tercbut
kepﬁda Kantor Pelayanan Pajak setempat dan Dirjen Dikti yang ditunjuk,
melakuka"n pencatatan tersendiri dan’ pelaporan realisasi penggunaan dana
tersebut dalam lampiran SPT Tahunan PPh.

Jadi bagi Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal,
dana hasil surplus tidak.dikenakan PPh sepanjang dapat dibuktikan bahwa

surplus tersebut digunakan kembali untuk prasarana pendidikan dalam 4 tahun
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kegiatan yang dibayarkan oleh Yayasan kepada wajib pajak orang pribadi
dalam negeri, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri
dipotong PPh 26. |

Di samping itu, Yayasan juga wajib memotong PPh-23 atas pembayaran
kepada wajib pajak dalam negeri berupa bunga, royalty, sewa (kecuali
sewa tanah/bangunan), imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi dan berbagai jenis jasa lain yang diatur dalam Kep-
305/PJ./2001. Apabila penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak luar
negeri, maka dipotong PPh 26.

Pembayaran sewa tanah / bangunan harus dipotong PPh yang bersifat final
sebesar 10% apabila diterima wajib pajak orang pribadi dalam négeri dan
6% apabila diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri (PP 29 Tahun
1996). | |

Yayasan wajib menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) bulanan

PPh 21/23/26 dan PPh Final cks. PP 29/1996. Di samping itu, wajib menyam-

paikan SPT (surat pemberitahuan) tahunan PPh 21.

b.

PPN Yayasan

Sering timbul pertanyaan, apakah Yayasan wajib memungut PPN atas

penyelenggaraan kegiatannya? Sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur

oleh Undang-Undang Pajak, tidak dibedakan antara penyelenggaraankegiatan

oleh Yayasan atau bentuk usaha lainnya. Sepanjang Yayasan melakukan suatu

penyerahan barang atau jasa di dalam daerah Pabean yang dilakukannya dlam

kegiatan usaha rutinnya dan menurut UU PPN penyerahan tersebut terutang

UPT-PUSTAK-UDIP




qugtang. Surplus yang tidak ﬂqu}}flkan dalam kurun waktu tE:l'SQPl.lt t]dgﬂ{
q Pepkan pembebasan dan dlkqu](an PPh.

Yayasan yang memenum syarat sebagai wajib pajak wajib mgnyc]@ng
ggrq}gan pembukuan sesuai dgn%ﬂﬂ Pasal 28 — UU No. 16/2000. Di sam,ﬁmg
i_tp, Yayasan juga diwajibkan ﬂ'ﬂ-ﬂlk menyelenggarakan pembulﬂ,;';iﬁ ‘d:_an
menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pasal 49 UU No. 16/20,0'1..'Yang
merupakan subyek pajak Yayasan menurut Prof. Dr, Rohmat Soemitro SH.,
adalah "orang pribadi, badan, dap persekutuan atau warisan ygng belum
terbagi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh unda11g-L1r'1dang".2U

Dalam menjalan.kaﬁ kegiatannya, Yayasan melakukan berbagai
pembayaran baik kepada karyawan maupun kepada pihak ketiga, yang
mungkin merupakan objek pemotongan PPh. Yayasan sebagai wajib pajak
pemotong, Wajib melakukan pemotongan PPh den menyetorkannya ke kas
negara. Sebagai pemotong pajak, kewajiban Yayasan adalah memotong PPh
terkait serhingga beban pajak sebenarnya dipikul oleh penerima penghasilan.
Namun apabila Yayasan tidak m‘elakukan pemotongan, maka_ Yayasan
berkewajiban untuk melunasi ju111i.ah yang seharusnya dipotong. Beberapa
contoh kewajiban Yayasan untuk melakukan pemoto-ngan PPh adalah sebagai
berikut . 7
Y Sesu@i dengan UU No. 17 Tahun 2000, pemotongan .PPh 2] harus

dilakukan atas pemberian honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

dalam bentuk apapun sehubungan dengan imbalan pekerjaan, jasa dan

20 prof. Dr. H. Rohmat Soemitro, SH., Pejak Penghasilan, PT. Eresco, Bandung, 1993,

hal. 52,
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PPN, maka Yayasan wajib melakukan pemungutan PPN. Terdapat beberapa
jenis penyerahan barang alau penyerahan jasa yang (iikccualikan dari
pengenaan PPN sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila Yayasan melakukan penyerahan sebagaimana dijelaskan di
atas dalam omzet Yayasan melebihi batas jumlah Rp.360.000.000,- untuk
penyerahan b;clrang atau Rp. 180.000.000,- untuk penyerahan jasa, maka
Yayasan memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib
memohon untuk dikﬁkuhkem menjadi PKP. Sebagai PKP Yayasan wajib

menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan.

¢. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Objak pajak
Objek pajak PBB adalah bumi dan / atau bangunan. Bumi adalah
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan

bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara

tetap pada tanah dan / atau perairan. Pada dasarnya semua bumi dan-

bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia bisa dimasukkan
sebagai objek pajak, termasuk yang digunakan untuk penyelenggaraan
Pemerintahan Pusat dan Daerah. Namun terhadap bumi dan bangunan
tertentu dapat dikecualikan dan pengenaan PBB antara lain:

"a) Tanah dan / atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk
melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dlmaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

b) Tanah dan / atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum,
peninggalan purbakala museum atau yang sejenisnya;




¢) Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman
nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani
sesuatu hak.

d) Tanah dan atau bangunan yang digunakan diplomatik, konsulat dan
perwakilan organisasi internasional dengan asas timbal balik" 2!

Tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5% x nilai jual kena pajak (NJKP).
Nilai jual kena pajak (NJKP) merupakan dasar penghitungan PBB atau
lazim dikenal scbagai assessment value. NIKP ditetapkan de'nga1‘1
peraturan pemerintah serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya
100% dari nilai jual objek pajak (NJOP). Dalam menetapkan NJKP 1ni
pemerintah memperhatikan sitvasi dan kondilsi ckonomi nasional. Nilai
nual objek pajak (NJOP) merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau dengan nilai perolehan baru, atau
NJOP pengganti, tarif PBB merupakan tarif tunggal dan berlaku sama
untuk semua jenis objek pajak (perumahan, perkantoran, industri, hoten
dan sebagainya).

Subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau mem.peroleh manfaat atas bumi
dan / atau memiliki, menguasai dan / atau memperoleh manfaat atas
bangunan.

Dalam menghitung besrnya PBB yang terutang, ditentukan terlebih
dahulu nilai jual o'Bjek pajak tidak kena pajak (NJPPTKP), ditentukan

secara regional dengan maksimum sebesar Rp. 12.000.000,00. Dengan

2 3G Consultant, Swara Merdekea, hal, X11, Selasa 1 Juli 2003.
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demikian maka besarnya PBB terutang dihitung dengan rumus umum
sebesar berikut:
PBB = Tarif x NJKP
PBB  =0,5% x NJKP
PBB  =0,5% x20% x (NJOP — NJPPTKP)
PBB  =0,1% x (NJOP — NIOPTKP)
Pengenaan PBB atas Rumah Sakit Swasta
Pengenaan PBB atas rumah sakit. swasta diatur dalam UUPBB jo.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7961 KMK. 04/1995, tanggal 20
Agustus 1993. Menurut ketentuan tersebut pengenaan PBB atas rumah
sakit swasta dibedakan- antara Rumah Sakit Swasta Instansi Pelayanan
Sostal Masyarakat (IPSM) dan Rumah Sakit Swasta bukan IPSM.
Yang disebutkan dengan Rumah Sakit Swasta IPSM adalah Rumah Sakit
Swasta yang :
a) 25% dari jﬁml.ah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak
mampu;
.
b} SHU (Sisa Hasil Usaha) digunakan untuk investast Rumah Sakit dalam
rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk

investasi di luar Rumah Sakit.

Bagi Rumah Sakit jenis ini, Bumi dan Bangunan yang dikuasat/ dimiliki /

dimanfaatkannya dikenakan PBB sebesar 50% dari jumlah PBB yang

scharusnya terutang,

Dengan demikian, rumusan perhitungannya menjadi sebagai berikut :
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PBB = 50% X 0,5% x 20% x (NJOP — NJOPTKP)
= (,05% x (NJOP — NJOPTKP)

Sedangkan terhadap Rumah Sakit Swasta pemodal yang bukan
Rumah Sakit Swasta [PSM dan didirikan oleh suatu badan yang berbentuk
PT dikenakan PBB secara penuh (100%) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Selanjutnya atas Bumi dan Bangunan yang dikuasai / dimiliki /
dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta tetaioi secara nyata tidak
dimanfaatkan oleh secara langsung, dan terletak di luar lingkungan Rumah
Sakit, tetap dikenakan PBB secara penuh sesuai dengan kelentuan yang
berlaku.

Pengenaan PBB atas Perguruan Tinggi Swasta

Dari rumusan yang diatur secara khusus dalam UUPBB, yaitu yang ditur

dalam :

a) Pasal 2 ayat (1), bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah Bumi
dan/atau Bangunan. - J .

b) Pasal 3 ayat '(l) huruf a, bahwa Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB
adalah Objék Pajak vang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang 1:badah, sosial, kesehatan, pendidikan,

dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh

keuntungan.
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¢) Pasal 4 ayat (1), baﬁwa yang menjadi Subjek Pajak adalah orang atau
badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi, dan atau memiliki,
menguasai dan/atau mempéroleh manfaat atas bangunan.
Ini berarti jika berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangganya, PTS tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan
berfungsi melayani kepentingan umum di bidang pendidikan, maka atas
bumi dan bangunannya ticiak dikenakan PBB. Namun, jika ternyata
terdapat bgkti—bukti yang mengarah ke tujuan untuk memperoleh
keuntungan, maka dapat dikatakan bahwa PTS tersebut sudah tidak murni
lagi befungst sosial. Dengan demikian maka bagi PTs terscbut layak
dikenakan PBB, olch karena yang bersangkutan telah memperoleh
manfaat dan dikenakan atas Objek Pajak yang dikelolanya, sehingga tidak
dapt lagi dikategorikan scbagai Objek Pajak yang dikecualikan dan
pengenaan PBB. Berdasarkan uraian di atas, Direktorat Jenderal Pajak
telah memberikan pedoman tentang pengenaan PBB atas PTS, yang
dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE — 10 -/
PJ.6 / _1_995 tanggal 24 Februari 1995 dengan pokok-pokok ketentuan
angara lain : ‘
(1) Penerbitan Surat Pemberitahuan Terutang (SPPT) PBB atas PTS
dilaksanzlkan apﬁbila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
(2) Sumbangan Pembinaan. Pendidikan {SPP) dan pungutan lainnya
dengan nama dan dalam bentuk apapun rata-rata sama atau lebih

dari Rp. 2.000.000,00 (dua juga rupiah) satu tahun;
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{b) Luas bangunan sama atau lebih dari 2.000 mk:

(c) Lantai / tingkat bangunan sama atau lebih dari 4 lantat,

{d) Luas tanah sama atau lebih dari 20.000 m*;

(e) Jumlah mahasiswa sama atau lebih dari 3.000 mahasiswa.

Kriteria tersebut di. atas dianggap sebgai indikator / fenomena adanya
kecenderungan PTS mengarah kepada usaha yang memperoleh
keuntungan.

(2) Pengenaan PBB-nya diberikan keringanan, yaitu hanya dikenakan
sebesar 50% dan jumlah PBB yang seharusnya terutang, karena
walaupun PTS tertentu telah berkembang sebagai lembaga yang juga
bersifat ekonomis dan mcmpcro!eh keuntungan, tetapi fungsi sosialnya
tetap melekat sebagai instansi yang ikut serta mencerdaskan kehidupan
bangsa.

(3) Apabila PTS dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-
nyata tidak memperoleh surplus / keuntungan / ada bukti-bukti tain
yang dapat dipe:rtimba.ngk;m misalnya bencana alam, maka PT3
tersebut dapat diberikan pengurangan / pembatalan SPPT dengan
didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan? dan menunjukkan
besarnya manfaat yang diperoleh maupun beban yang ditanggung oleh
subyek pajak, éehubungan_ cieﬁgan pengelolaan Objek PBB tersebut.
besarnya pengurangan tersebut maksimum 75%, kecuali karena

bencana alam dapat diberikan pengurangan sampai 100%.
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d. Bea Materai

Bea materai adalah "pajak, yang dipungut dari rak?at untuk keperiuan
membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara".2 Obyek
bea materai adalah dokumen sebagaimana diatur dalam UUBM. Bea Materai
dikenakan atas dokumen yang berbentuk :

1) Surat perjanji?.n dan surat-surat lainnya yang dibut dengan tujuan untuk
digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan /
keadaan yang bersifat perdata;

2) Akta-akta notaris termasuk salinannya,

3) Akta-akta yang dibﬁat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk
rangkapqanékapnya;

4) Surat yang memuat jumlah uang.lebih dari 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
a) Yang menyebutkan penerimaan uang;

b) Yang menyatakan pembukuan uvang / penyimpanan uang dalam
rekening di Bank;

¢) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;

d) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya / sebagian telah
dilunasi / diperhitungkan,

5) Surat berharga sepe'rti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya
lebih dari 1.000.000,00 (satu juta rupiah), ' o | e

6) Efek dengan nama dan bentuk apapun, sepanjang harga nominainya lebih

“dari 1.000.000,00 (satu juta rupiah). .

2 Dyrs. Lichoen Tedjosiswojo, Bea Materai, Alumni, Bandung, 1997, hal. 7.
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7) Dokumen yang akan digunakan ‘scbagai ‘alat pembuktian di muka
pengadilan;

a) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;

b) Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan
tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan
olehoranglain, selaiﬁ dari maksud semuta.

Dokume-dokumen sebagaimana tersebut di atas dalam huruf a,
huruf b, hurufc, huruf d, huruf e, huruf £, dan huruf g dikenakan bea
materal dengan tarif Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). Sedangkan terhadap
dokumen sebagaimana dimaksud dalam hurul d, hurul’ e, dan hurul [ yang
mempunyai nilai nominal lebih dari Rp. 100.000,00 (scratus ribu rupiah)
tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea
Materai dengan tarif Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Apabila harga
nominal tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus I']'bl.-l rupiah) tefuta'ng
bea materai khusus untuk dokumen berupa cek bilyet giro ditetapkan tarif
sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya

harga nominal,

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan / bangunan, yang meliputi perbuatan / peristiwa
hukum sebuah berikut :

Pemindahan hak karena :

1) Jual beli;
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2) Tukar - menukar;

3) Hibah,

4) Hibah wasiat;

5) Waris;

6) Pemasukan dalam perseroan / badan hukum lainnya;
7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) Penunjukan pembeli dalam lelang;

9) Pelaksanaan putusanhakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
10) Penggabungan usaha;

11) Peleburan usaha;

12) Pemekaran usaha;

13)Hadiah;

Pemberian hak baru karena .
1) Kelanjutan pelepasan hak;
2) Di luar pelepasan hak.

Adapun bak-hak atas tanahyang dimaksud meliputi hak milik, hak
guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak nulik atas satuan rumah
susun, dan hak pengelolaan.

Pada umumnya semua bentukperbuatan atan peristiwa teresbut di atas
yang dilakukan oleh subjek pajak, baik orang perorangan pribadi maupun
badan, termasuk Yayasan, adalah perbuatan yang terutang BPHTB, dengan
pengecualian khusus bagi Yayasan :

1) Perolehan hak atas tanah dan bangunan karena wakaf;
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2) Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan
ibadah.

Tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% yang dikalikan dengan
dasar pengenaan pajak yanlg merupakén Nilai Perolehan Objek P'ajak (NPOP)
setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP). Besarmya NPOP ditentukan sebagai berikut :

1) Dalam hal jual beli adalah harga transaksi;

2) Dalam hal tukar menukar adalah nilai pasar;

3) Dalam hél. hibah adalah nilai pasar;

4) Dalam hal hibah wasiat adalah nilai pasar;

5) Dalam hal waris adalah nilai pasar,

6) Untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukumlainnya adalah nilai
pasar: |

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar,

8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar,

9) Pemberian hak baru aﬁas .tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah niiai pasar; | |

10) Pemberian hak baru atas tanah di fuar pelepasan hak adalah nilai pasar;

i ])Penggﬁbungan usaha adalah nilai pésarl;

12) Peleburan usaha adalah nilai pasar,

13) P6111ei<ara11 usaha adalah nilai pasar;

14) Hadiah adalah nilai pasar;

L e e .- i T R S A e e
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15) Penunjukanpembeli adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah
lelang. |
Dalam hal NPOP tidak diketahwi atau lebih rendah dari NJOP yang
digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka
dasar pengenaan. pajak yang dipakai adalah NJO’PPBB. Sedangkan besarnya
NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 60.000,000,00.
Saat terutang BPHTB adalah sebagai berikut :
1) Dalam hal jual beli pada saat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
2) Dalam hal tukar menukar pada sat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya
~akta;
3) Dalam hal hibah pada saat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,
4) Dalam hal waris sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan
haknya ke Kantor Pertanahan;
5) Untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya pada saat
atau tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
6) Pemisahan hak yang mengékibatkan peralihan pada saat / tanggal dibuat
dan. ditandan._ganﬁ nya akta;
7) Lelang sej'ak tanggal penunjukan pemengan lelang;
8) Putusan hakim sejak tanggal p‘utusalnl pengadilan yang mempunyai
kekuatan h-ukum yan g.fetap;
9) Hibah wasiat sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan

haknya ke Kantor Pertahanan;
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10) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak pada
saat / tanggal ditandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan Pem-
berian Hak; |

11) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak pada saat / tanggal
ditandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak;

12) Penggabungan usaha pada saat / tanggal dibuat dan ditadatanganinya akta;

13) Peleburan usaha pada saat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,

14) Pemekaran usaha pada saat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

15) Hadiah pada saat / tanggal dibuat dan ditandatanganinya ékta.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak
atas tanah tersebut di atas, pada tempat teratangnya yaitu pada wilayah yang

meliputi letak tanah dan atau bangunan.




BAB III

METODCGLOGI PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN MASALAH

Menurut Socjono Soekanto, memberikan batasan tentang metode
penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan
suatu masalah, sedang penelitian adalah penyelidikan secara hati-hati,
tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan
manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai- proses
prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang
dihadapi dalam melakukan 1:)«.3neh'tian”.1

Sedangkan Soetrisno Hadi, penelitian atau research adalah "usaha
untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji  kebenaran suatu
pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode
ilmiah".?

Metode penelitian yang digunakan dalam peneiitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka mencarl
keterangan-keterangan yang lebih dalam terhadap hal-hal yang-berkenaan
dengan pelaksanaan ketentuan tentang perpajakan bagi Yayasan oleh para

pendiri dan pengurus yayasan terhadap para petugas pungut pajak.

SPESIFIKASI PENELITIAN
Suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum, dapat ditinjau dari
segi dan sudut-sudut : sifat, bentuk, tujuan dan penerapan seria dari sudut

disiplin ilmu.?

! Soejono Soekanto, Pengantar Penclitian Hukum, UL Press., Jakarta 1984, hal. 6.
2 Sutrisno Hadi, Metodologi Rescarch, Jilid 1, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, bal. 4.
3 Bambang Waluyo, SH., Penelitian Hukum Dalam Predtek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,

hal. 7-11.
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Dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakin penelitian deskriptif
(descriptive research) karena bertujuan untuk menggambarkan tentang
sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, dan biasanya dalam
penelitian demikian, peneliti sudah mempunyai data awal tentang
permasalahan yang akan diteliti.

Dari sudut bentuknya, penclitian ini adalah pcne!itian'deskriptif" karcna
penelitian ini bertwjuan untuk merumuskan maslaﬁ sesuai Cengan keadaan /
fakta yang ada. |

Sedangkan dari sudut tujuannya, ﬁenelitian ini adalah penelitian
problem identification, karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
masalah-masalah yang ada untuk kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya
dicarikan suatu jalan keluar.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalém penelitian ini adalah

termasuk penelitian yang deskriptif analitis, yaitu :
"Cara-cara prosedur memecabkan masalah penelitian dengan cara
memaparkan keadaan obyek yang diteliti (seseorang, lembaga,

masyarakat, perusahaan, instansi, dan lain-lain), sebagmmana adanya
berdasarkan fakta-fakta abstrak pada saat sekarang".*

Dalam penelitian ini menampilkan beberapa Yayasan yang sudah
terdaftar sesuai dengan .yémg tercantum dalam monografi fiskal Kantor

Pelayanan Pajak Wilayah Semarang Barat.

C. LOKASI PENELITIAN
Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah wilayah

Semarang Barat, sclain terdapat banj?ak Yayasan, Kantor Pelayanan Pajak

4 H. Hadari HM. Martini, /nstrumen Penclitian Bidang Sosial, Gajah Mada University
Pres, Yogyakarta, 1992, hal, 42.
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wilayah Semarang Barat diketahui sebagai KPP yang pertama dan tertua

sehingga terdapat pajak-pajak Yayasan yang tertua.

TEKNIK PENENTUAN SAMPEL

Dalam hal ini yang menjadi sasaran sampel adalah Yayasan-yayasan
yang ada di wilayah Semarang Barat yang sudah terdaftar dalam dafltar
monografi fiscal kantor pelayanan pajak (KPP) wilayah Semarang Barat.
Schingga dari sejumlah seratus tujuh belas Yayasan dijadikan sampel
penelitian semua, Sehingga teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

absolut sampel / sensus.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk penulisan tesis ini diperoleh melalui primer dan data sekunder.
Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka
data yang diidentifikasi meliputi :

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya atau
melalui peneli:rian lapangan yang dimaksudkan untuk memperdleh data
dan informasi yang berupa pengalaman praktek dan pendapat subyek
penelitian tentang apresiasi perpajakan bagi yayasan.

Untuk memperoleh data primer tersebut, maka dilakukan wawancara
difokuskan pengurus dan pendiri yayasan serta petugas pungut pajak.
Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data pendukung guna

menunjang data skunder.
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2. Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang
meliputi antara lain :

a. Badan Hukum Primer, Undang-undang baik Undang-Undang Pefdata'
(KUH Per), Kitab Undang-undang Hukum Dagang Q{IJI—ID) maupun
undang-undang tentang yayasan, undang-undang tentang perpajakan.

b. Badan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer, yang terdiri dar :
1) Buku-buku ilasil. karya para sarjana
2) Hasil-hasi! penelitian
3) Berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas.

¢. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi
tentang bahan primer dan bahan sekunder yang terdiri dari -

1) Kamus Hukﬁm

2) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini

F. TEKNIK ANALISA DATA
Setelah scmuﬁ data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan,
kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut,
selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang
komprehensif terhé.dap cara pényelesaian permasalahan yang dibahas.
Dalam menganalisis data penelitian ini dipergu.nakan metode Analisis

Normatif Kualitatif yaitu suatu cara menganalisa dan menemukan hubungan
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-antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada,
yang menghasilkan data secara deskriptif kualitatif.’ ;
Selain itu dipergunakan juga teknik analisa dokumenter yaitu

"Penelitian yang menghasilkan data-data dari bahan kepustakaan atau
dokumen, yaitu apa yang diperoleh peneliti dari dokumen yang
dipelajari dicatat dan dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan.
Kesimpulan yang ada dalam dokumentast dipelajari secara utuh"

Mengingat penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang
ada sebagai norma hukum positif kemudian dikaitkan dengan asas-asas hukum
yang berkembang dalam peraturan hukum itu sendiri. Dari hubungan ini akan

disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang telah disusun.

Untuk selanjutnya akan sampailah pada suatu kesimpulan yang merupakan

jawaban dari permasalahan yang dimunculkan.

® Soerjono Sukanto dan Sri Munaji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1984,

hal, 20.
% Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pres Jakarta, 1984, hal, 20.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KEADAAN WILAYAH KANTOR PELAYANAN

PAJAK SEMARANG BARAT

1. Kondisi Geogratis

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat meliputi
sebagian dari Kotamadya Semarang (meliputi 8 kecamatan) dan selurul

Kabupaten Kendal yang luas wilayah seluruhnya adalah 125.120 Ha. Adapun

perincian wilayah tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Kotamadya Semarang
1) Kecamatan Gajah Mungkur
2) Kecamatan Banyumanik
3) Kecamatan Ngalian
4} Kecamatan Semarang Utara
5) Kecamatan Semarang Barat
6) Kecamatan Gunung Pati
7} Kecamatan M‘ijlen
8) Kecamatan Tuéu
b. Kabupaten Kendal
1) Kecamatan‘Boja
2} Kecamatan Brangsong
3) Kecamatan Cepiring

4} Kecamatan Gemuh

AR

5) Kecamatan Kaliwungu
6) Kecamatan Kangkung
7) Kecamatan Kendal

8) Kecamatan Limbangan
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9) Kecamatan Pageruyung 15) Kecamatan Singorejo
10) Kecamatan Patean 16) Kecamatan Sukorejo
11)Kecamatan Patebon [7yKecamatan Weleri

12) Kecamatan Pegandon
13) Kecamatan Plantungan
14) Kecamatan Rowosari .
Secara administratif wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah
Semarang Barat dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah utara : Laut Jawa
b. Sebelah timur : Kec. Semarang Selatan / Kee. Tembalang
¢. Sebelah selatan : Kab. Semarang / Kab. Temanggung
d. Sebelah barat : Kab. Baiang
Dengan adanya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,
maka mulai tahun 2002 untuk Kecamatan Gajah Mungkur dan Kecamatan
Banyumanik tidak termasuk wilayah kerja KPP Semarang Barat, tapi menjadi
wilayah kerja KPP Semarang Selatan.
Sekilas tentang wilayah kerja KPP wilayah Semarang Barat dapat terlihat

dalam peta sebagai berikut :
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2. Kondisi Demografi
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Berdasarkan monografi fiskal yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan

Pajak Semarang Barat tahun 2002, jumlah penduduk wilayah Kantor

Pelayanan Pajak Semarang Barat 8 Kecamatan Kodya Semarang dan

Kabupaten Kendal berjumiah 1.523.203 orang dan 367.312 kepala keluarga.

Berdasarkan luas wilayah 125.120 Ha maka dapat diketahui rata-rata

jumlah kepadatan penduduk sebesar 12,2 Ha. Keadaan penduduk yang

bernaung dalam KPP Wilayah Semarang Barat yang tersebar dalam Kodya

Semarang dan Kabupaten Kendal dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL I

LUAS DAERAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Sumber : Monografi Fiskal, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat

KEADAAN TAHUN 2001

NO DAERAH j_l(l]fli)s Pend udul;] - ‘_T‘]ah KK

1 | Kotamadya Semarang :
1.1 Kelc. Gajah Mungkur 1.078 57.550 12.399
1.2 Banyumanik 2.773 104,578 24.687
1.3 Ngaliyan 3.997 89.202 25.086
1.4 Semarang Utara 1.097 122.736 27.633
1.5 Semarang Barat 1.996 146.651 31.358
1.6 Gunungpati 5.263 573485 15.335
1.7 Mijen 5.755 37.927 8.927
1.8 Tugu 2.938 24.145 5.271
Kabupaten Kendal 100.223 882.929 216.616
Jumlah 125.120 1.523.203 367.312
Jumlah Tahun sebelumnya | 125.011,87 1.466.083 327.792
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Dalam melihat kondisi sosial ekonomi, maka perhatian kita terarah

pada masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat di

antaranya berhubungan den gan masalah pekerjaan.

Mata pencaharian penduduk di wilayah Kotamadya Semarang sangat

bervariasi, antara lain di Kecamatan Semarang Utara sebagian penduduknya

bekerja sebagai nelayan dan buruh industri. Di Kecamatan Gunung Pati dan

Mijen banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh industri.

Sedang di Kecamatan Banyumanik banyak bermukim ABRI, PNS, dan

pensiunan. Di Kabupaten Kendal mayoritas penduduknya mempunyai mata

pencaharian sebagai pefani dan buruh tani. Untuk lebih jelasnya maka kita

perhatikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 1I
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN PENDUDUK
KEADAAN TAHUN 2001
No Pegawal Jumlah
Urt Daerah Negeri Pensiu- | Angku- | Pdg/HU/ | | .2
nan tan Rest
1 2 3 4 . 5 6 7
1 | Kotamadya Semarang '
1.1 Kec. Gajahmungkur 9.776 4.344 1.528 2,395 | 15.773
1.2 Kec. Banyumanik 13.896 7.683 3.605 3.039 ] 57.335
1.3 Kec. Ngalian 8.614 1.267 1.381 2,507 | 47.543
1.4 Kec. Semarang Utara 3.867 2.064 1.725 6.873 | 59.933
1.5 Kec. Semarang Barat 9.279 3.643 2.836 4.561 | 70983
1.6 Kec. Gunung Pati 1.380 260 506 1.317 | 33.566
1,7 Kec. Mijen . 836 527 463 7611 15352
1.8 Kec. Tugu 507 135 128 1.015} 13.074
2 | Kabupaten Kendal 12.849 5.812 9.912 30.113 | 466.170
Jumiah 61.004 25.735 22.084 52.581 1779.729
Jumlah Tahun sebelumnya| 58883 52.705 15.851 55.596 | 245.880

Sumber : Monografi Fiskal, Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat
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Sektor usaha yang masih dapat dikembangkan dan mempunyai potensi
besar adalah industri mebel. Industri ini memprodﬁksi barang-barang mebe]
seperti meja, kursi, éllnari, tempat tidur, dan peralatan dapur. Bahén baku
utama adalah kayu yang mudah diperolch karena dalam wilayah kerja Kantor
Pelayanan Pajak Semarang Barat terdapat satu wilayah KPH di Kabupaten
Kendal. Selain itu bahan baku kayu dapat didatangkan dari Pulau Kalimantan
yang letak geografisnya dekat dengan Semarang. Industri mebel ini
diharapkan dapat menghidupkan perekonomian yang ada di wilayah KPP
semarang Barat dengan menciptakan lapangan kerja yang luas,

Dari data industri pengolahan jumlah Produk Domestik Regional Bruto
tahun 2001 sebesar Rp. 1.705.755.000 yang diperkirakan terus meningkat
pada tahun 2002 seiring dengan membaiknya keadaan perckaonomian
masyarakat. |

Hasil industri ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah ekspor keluar
negeri karena barang komoditi mebel Indonesia banyak diminati negara-
negara Eropa, Jepang maupun Cina.

Secara garis besar proses produksi atau pembuatan komoditi ini adalah
sebagai berikut: |
a. Pemilihan bahan baku yang baik dan berumur tua.

b. Kayu dioven agar dapat bertahan lama dan berkualitas lebih baik.
¢. Selanjuthya kayu dipotong sesuai dengan jenis barang yang akan
diproduksi. -

d. Proses berikutnya adalah perakitan, pengamplasan dan finishing,
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e. Barang jadi siap dijual di dalam negeri atau diekspor.

4, Gambaran Ekonomi Daerah dan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak KPP Semarang Barat untuk 8 tahun terahir ini

mempunyai. angka peningkatan yang signifikan yaitu meningkat berkisar

antara 8% sampai dengan 43%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun
anggaran 2001 sebesar Rp. 530.361.000,-. Penerimaan tersebut banyak
didukung dari sektor industri, yaitu industri pengolahan, industri tekstil dan
industri. plastik yang mencapai jumlah Rp. 384.157.933.008,- atau 72,43%

dari total penerimaan, Perhatikan tabel sebagai berikul :
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Di wilayah ‘kerja Kantor Pelayanan Pajak Sema‘rang Barat terdapat
beberapa Kawasan Berikat, Kawasan Industri dan Perumahan / Real Estate
yang cukup strategis l,dan berpotensi untuk menunjang penerimaan pajak.
Kawasan Berikat yang ﬁda yaitu : kawasan Berikat Bumi Semarang Baru,
Kawasan Berikat Wijaya Kusuma, Kawasan Berikat Tanjung Mas. Kawasan
Industri yang terdapat di wilaya:h Kantor Pelayanan Pajak Semarang Baral
sebagai berikut : Kawasan Industri Tambak Aji, Tugu Wijaya Kusuma, Candi
Gatot Subroto, Tanjung Mas dan Bumi Semaré.ng Baru. Sedangkan untuk
perumahan / Real Estate yang masih dalam tahap pengembangan ada 9 peru-
mahan / Real Estate, |

Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat masih
menjadi pusat penerimaan Wajib Pajak Bendaharawan untuk wilayah
Kotanﬁdya Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan
Kabupaten Kendal. Hal ini merupakan salah satu potensi bagi KPP Semarang
Barat untuk penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.
penerimaan dari sektor ini pada tahun 2001 berjumlah Rp. 144,799 milyar
(27,3 % dari penerimaan seluruhnya).

Dalam mengelola wilayah kerja dan penerimaan laba pada saat ini
Kantor Pelayénén Pajak Semarang Barat melibatkan sejumlah pegawai dengan

komposisi jabatan sebagaimana terlampir.

. PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI YAYASAN

Undang-undang pajak disusun berdasafkan, prinsip-prinsip keadilan,

kepastian hukum dan kesederhanaan sesuai dengan prinsip keadilan, maka
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wajib pajak yanlg setara kemampuan ekonominya harus memikul kewajiban
pajak yang setara pula. Kargna perkembangan kegiatan yayasan, maka dalam
‘bidahg perpajakan yayasaﬁ dipandang inempunyai kedudukan yang sama
dengan lembaga atau unit kegiatan usaha lain yaitu Badan Hukum Yayasdn

dikenai ketentuan pajak negara yang berlaku, antar lain :

pmad

. Pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN /
PPn BM)
3. Bea meterai
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
5. Bea perolehan hak atas fanah dan bangunan (BPHTB)
Adapun yayasan yeing terdaftar di bawah n.aungan Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) wilayah Semarang Barat adalah ‘sebag:ai_ berikut, daftar terlampir,
Dari jumlah daftar nama yayasan tersebut yaitu sebanyak 117 Yayasan,
digolongkan berdasarkan bidang usahanya sebagai berikut :
1. Yayasan yang bergerak di bidang jasa pendidikan sebanyak 96 buah.
2. Yayasan yang bergeraic di bidang jasa penelitian dan pengembangap.
(Litbang) sebanyak 10 buah. |
3. Yayasan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan sebanyak 7.
4. Yayasan yang bergerak di bidang jasa modal di luar panti .sebanyak 1.
5. Yayasan yang bergerak di bidang jasa rumah sakit swasta sebanyak 3.
Berikut ini dijelaskan perla._kuan perpajakan bagi yayasan menurut

masing-;nsing ketentuan perpajakan yang berlaku :

N U Uy DR T
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1. Pajak pe;lghasilan (PPh)

Kewajiban yayasan terhadap pajak penghasilan (PPh) dapat
digolongkan sebagai berikut : |
a. Kewajiban Badan (Penghasilan Yayasan itu sendiri) -

Untuk menghitung penghasilan kena pajak (penghasilan net.o), yayasan
diperkenankan mengurangkan biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan kegiatannya. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan
pajak adalah selisih lebih (keuntungan) antara penerimaan bruto sebagali
obyek pajak dan pengeluaran-pengeluaran atau biaya termasuk pemberian
subsidi kepada pihak yang kurang mampu. Sehingga dari aspek perpijakannya
atas kekayaan yayasan tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Penghasilan yang bukan objek pajak, berdasarkan surat edaran Dirjen

Pajak No. SE-34/PJ.4/ 199.5 sebagai bertkut :

a) Bantuan atau sumbangan dan hibah sepanjang tidak ada hubungannya
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak
yang memberi_dengan pihak yang menerima. Dalam Undang-Undang
No. 17 tahun 2000 tentang PPh ditambahkan dengan zakat yang
diterima yayasan sebdgai badan amil zakat.

b) Divicia_an atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dan penyertaan
modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di
Indonesia. | |

¢) Bantuan atau sumbangan da._ri pemerintah.

2) Penghasilan yang menjadi objek pajak :




79

a) Penghasilan sehubungan dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa
yang dilzihirkan oleh yayasan., g |

b) Penghasilan berupa bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBL

c) Sewa da; imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

d) Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan
harta dan sumbangan, bantugm, atau hibah. |

e) Pembagian keuntungan dari kerjasama usaha.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No.
27 tahun 1996 jo. PP No. ‘79 tahun 1999 térhada'p penghasilan yayasan dan
pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang nilainya lebih dari
Rp. 60.000.000,- dikenai PPh final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai
pengalihan.

Sedang untuk berinvestasi bagi yayasan maksimal hanya sebesar 25%
dari seluruh kekayaan Yayasan. Hal ini agar kegiatan bisnis Yayasan tidak
mengganggu kegiatan jalannya dan tidak semata-mata berorientasi laba‘ |

Namun khusus' untuk Yayasan pendidikan dan Yayasan kesehatan,
Dirjen Pajak memberikan perlakuan khusus keuntungan yang diberikan bagi
Yayasan &iberikan pembebasan PPh dengan syarat sebagai berikut :

1) Keuntungan térsebut harus dipergunakan untuk pembangunan gedung
prasarana pendidikan dan kesehatan lainnya dalam jangka waktu 4 tahun
berikutnya.

2) Memberitahﬁkan rencana pengeluaran pembangunan kepada pihak KPP

tempat Yayasan terdaftar dengan tembusan Ditjen Pendidikan Tinggi
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dan/atau Dirjen Pendidikan Dasar dan Meneng;h untuk pendidikan dan
departemen keschatan.

3) Melampirkan surat pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan
prasarana pendidikan dan kesehatan yang tidak digunakan pada tahun
diterimanya dana tgrsebut akan digunakan untuk pembangunan gedung
dan prasarana pendidikan atau kesehatan.

4) Melakukan pencatatan tersendiri dan pelaporan realisasi penggunaﬁn dana
tersebut dalam lampiran SPT Tahunan PPh,

Terhadap kewaj‘i,ban Badan Hukum Yayasan berlaku ketentuqn tarif
sebagai berikut :

— Sampai dengan Rp. 50 juta = 10%

~ Rp.50jutas/d Rp. 100 juta = 15%

—~ Diatas Rp. 100 juta =30%

b. Kewajiban Yayasan sebagai Pemotong Pajak

Pemotongan wajib pajak PPh badan, yayasan wajib melalukan

pemotongan / pemungutan pajak pénghasilan yaitu PPh pasal 21, 22, 23, 24,

25 dan 26. Kemudian menyetorkannya ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dar}

Giro,.serté melaporkan ke Kantor Pelayanan Paje;k.

~ Dari jumlah yajzasan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Paj ak wilayah

Semarang Barat yaitu sebanyak 117 yé,yasaﬁ, dalqhi hal tingkat kepatuhan

dalém:pembayaran pajaknya sbagai berikut : | |

1) Pasal 25, sébanyak 8 yayasan dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.446.428,
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2) Pasal 21726, sebanyak 7.Yayasan dengan nilai nominal sebesar
Rp. 41.394.917.

3) Pasal 23/25 sebanyak 0,
4) Pajak final sebanyak 0.
Jadi dari 117 buah yayasan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak wilayah
Semarang Barat hanya terdapat 15 buah yaysan yang tercantum melakukan
pembayaran atau sebesar 12,8% nya dengan jumlah nominal pemasukan
pajaknya sebesar 49.841.345.

Sehingga dapat d[kgtakan bahwa tingkat kepatuhan dalam hal
membayar ‘pajak badan bagi yayasan untuk wilayah ini sangat rendah. |
2. pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barat Mewah

(PPN dan PPh BM)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kuno pajak
(BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang ldilakukan oleh pengusha kena pajak
(PKP) di dalam daerah pabean atau atas impor barang kuno pajak pengusaha
kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyeralhan barang kena
pajak dan/atau jasa ‘.<:etl1:a pajak yang dikenakan‘PPN atau pengushaa yang
selama 1 (satu) tahun belum melakukaﬁ penyérahan barang kena pajak dengan
jumlah peredaran bruto tidak lebih Rp. 180.000.0‘00;_

Sedangkan pe_,ngusaha adalah orang pribadi atau badan termasuk
yayasan dalam 1ing1<11n.g§r1| perusahaan atau pekerjaannya mgnghasilkan
barang,. rriengimpor - barang, lmengekspor | Barang, melakukan usha

" perdagangan, melakukan usaha jasa, serta memanfaatkan barang tidak
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berwujud dari luar daerah pabean dan atau jasa dari Juar daerah pabean.
Daerah pabean adalah wilayah Negara RI yang didalamnya berlaku
perundang-undangan pabean, yang meliputi : darat, perairan, lapisan udara di
atasnya, tempat-tempat terientu ‘di zona ckonomi eksklusif dan landasan
kontinen. Dengan konstruksi hukum yang demikian berarti PPN hanya
dikenakan atas barang dan jasa yang tujuan konsmnsinya adalah di dalam
wilayah Negara RIL
Oleh karena Badan Hukum Yayasan yang melakukan penyerahan
barang melebibi jumlah Rp. 360.000.000,- dan Rp. 180.000.000,- yaitu
penyerahan jasa, maka Yayasan wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak (PKP), sebagai PKP Yayasan wajib menyampaikan SPT masa PPN
setiap bulan. |
Pada dasarnya segala penyerahan dan atau impor BKP / JKP terutang
PPN, namun terdapat beberapa jenis barang jasa yang tidak kena PPN, antara
lain : |
a. Jenis barang yang tidak kena PPN
1) Barang hasi_l pertapian, hqsil petkebunan dén hasil kehutanan, yang
' dipetik .langsurlllg, di_'ainbil langsung ‘_atéu disadap langsung dari
sumb,érnya; |
2) Barang hasil peterné:lkan, perburuan / penangkapan, atau penangkaran,
yang diambil langsung dari sumbernya,
3) Barang hasil penangkapan atau Budidaya perikanan, yang diambil

langsung dari surnbernya;
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4} Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil
langsung dari sumbernya;
5) Barang-barang kebutuhan pokok;
6) Makanan dan minuman vang disajikan di hotel, restoran, rﬁmah
makan, warung, dan se;jenisnya;
7) Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8) Saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya;
9) Air bersih yangdisalurkan melalui pipa.
b. Jenis jasa yang tidak kena PPN
1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2) Jasa di bidang pelayanan sosial;
3) Jasa di bidang pengiriman surat;
4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak
opsi;
5) Jasa di bidang keagamaan;
6) Jasa di bidang pendidikan;
7) Jasa di bidang kesenian;
8) Jasa di bidang penyiaran;
91 alsa di bidﬂang angkgtan.umum;
Dasar pengenaan pajak PPN “adalah jumiah harga ‘jual, atau
penggantian, atau nilqi unpor, atau nilai ekspor, atau nﬁai lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuang;“m sebagili dasar untuk menghitung besaraya pajak yang

terutang.
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Sedangkan tarif PPN dan PPh BM adalah sebagai berikut :

a. Tarif pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen).

b. Tarif pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0% (nol

persen).
¢. Tarif PPh BM adalah 10%-50% sedangkan, pengelompokan BKP vang
tergolong mewah, vang dikenakan PPh BM ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/
atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan hibah bumi yang ada di
bawahnya, sedang bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam/
diletakkan secara tetap pada tanaﬁ dan/atau perairan.
Pada dasarnya semnua bumi dan bangunan yang berada di wilayah
Republik Indonesia bisa dimasukkan objek pajak PBB, kecuali
a. Tanah dan/atau bangunan_ yang digunakzin untuk semata-mata untuk
melayani kepentingan umum di bidam;g ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan dan :kebudayaan. nasional, serla tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntngan. |
b. Tanah déh/atau bangunan yang digtlnalv;an untuk kuburan umum,
peninggalan purbakéla, museuni é.tau y.ang sejenisnya.
¢. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka dan taman nasional,
tanah pengembalaan yang dikuasaf oleh desa, dan tanah negara yang

belum dib_ebani seétlatu hak.

i T s S 4
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Tarif PBB merupakan tarif tunggal dan berlaku sama untuk semua
jenis obyek pajak (perumahan, perkantoraqn, industri, hotel, dan sebagainya)
yaitu sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

Perhitungannya : PBB = tanif (0,5%) x NJKP (20%).

NJKP (Nilai jual kena i:)aj_ak) merupakan dasar perhitungan PBB yang
besarnya ditetapkan oleh peiﬁer‘intah dengan Peraturan Pemerintah yang
besarnya serendah—rendzihnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dan nilai jual
obyek pajak (NJOP). |

Subjek p‘ajak PBB aciai_ah orang atau badan termasuk yayasan yang
secara nyata mempunyai suétu hak atas bumi dan/gtau memperoleh manfaat
atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau rﬁemperoleh manfaat atas
bangunan PBB atas rumah sakit swasta Edan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
diperlakukan khusus sebagai beﬁk_uz:

a. Rumah Sakit Swasta
1) Rumah sakit swasta IPSM (Instansi Pelayanan So;.ial Masgyarakat)
vaitu rumah sakit ‘swasta yang 25% dijumlah tempat tidurnya
digunakan untuk pasien yang tidak mampu dan SHU (sisa hasil
usaha)nya dig'@lakén untluk investasi | ﬁunah sakit dalam rangka
pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar

rumah sakit. Bagi _rulﬁah sakit jenis ini dikenakan PBB sebesar 50%

dari jumiah PBB yang -‘seharusnya terutgng, sehingga tumus

penghitungantiya sebagai berikut . |

CPBB=  50% x 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP).
0,05% x (NJOP-NJOPTKP)
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2) Rumah sakit swasta yang bukan IPSM, dan :d_idirikan oleh suatu badan
yang berpihak PT dikenakan PBB secara peﬁuh (100%).
b. Perguman Tinggi Swasta (PTS) |
Perguruan tinggi swasta yang sosial yang smata-mata melayani
kepentingan umum di bidang pendidikan.
Pengenaan PBB atas PTS berdasarkan surat cdaran Direktur Jenderal
Pajak No. SE-10/PJG/1995 tanggal 24 Pebruari 1995 dengan pokok

ketentuan sebagai berikut -

1) Penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB atas PTS

dilaksanakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

— Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya
dengan nama dan dalam bentuk apapun rata-rata > Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) satu tahuﬁ.

— Luas bangunan > 2.000 m’.

— Lantai / tingkat bangunan > 4 lantai.

— Luas tanah > 20.000 m.

— Jumlah mahasiswa > 3.000 mahasiswa.

2) Pengenaan PBB-nya diberikan keringanan yaitu berupa dikenakan

sebesar 50% dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
3) Apabila PTS dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-
- ‘ nyata tidak memperoleh surplus / keuntugan, atau.ada bukti-bukti lain
yang dapat dipertimbangkan misalnya bencana alam, maka PTS

tersebut dapat dibérike_m pengurangan atau pembatalan SPPT.
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4. Bea Materai

Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Pihak yang terutang bea
meterai adalah pihak yang mendapat manfaat dari Elékumen, kecuali pihak-
pihak yang bersangkuta{n ﬁenenmkan lain. Besarnya tanpa bea 1net¢rai
berdasarkan PeraturanPemeri.ntah No, 24 tahun 2000 adalah sebagai berikut :
a. Tarif Bea Meterai Rp. 6.000 dikenakan atas dokuﬁen :

1) a) Surat perjanjian/sﬁrat lain  dengan diguﬁakan sebagai alat
penllbuktian méngenai perbuatan, kenyataan dan keadaanyang
bersifat perdata.

b) Akta notaris termasuk salinannya

c) Akta ya;lg dibuat PPAT termasuk rangkapnya

d) Surat yang memuafc jumlah yang mempunyai harga nominal lebih
dari Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah).

e) Surat berharga seperti wesel, dan aksep yang harga nominalnya
lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

f) Efek dengan nama dan dalanﬁ bentuk apapun sepanjang harga
nominalaya lebih c_iari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

2) Dokumen yang akan digunakan dengan alat pembuktian di muka

- pengadilan:
a) Surat~surat.biasa dan surat kerumahtanggaan.
b) Surat-surat yan'g semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan
tujuannya, jika digunﬁkan untuk kajian lain / digunakan untuk

orang lain, lain dari maksud semula.
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b. Tarf Bea Meterai Rp. 3.000 dikenakan atas dokumen :

1) Surat yang memuat jumlah uang yang 1neﬁ1pm1yai harga nominal
antara Rp. 250.000 (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu
juta rupiah),

2) Surat-surat berhargé seperti : wesel, promes dan aksep dengan harga
nominal antara Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sampai
dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

3) Efek dengan nama dan dalam Dbentuk “apapun, sepanjang harga
nominalnya antara 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) samai
dengan Rp. 1 .000._000 (satu juta rupiah).

4) Cek dengan bilyet giro dengan hafga nominal berapapun.

Apabila suatu dokumen (kecueili cek dran Dbilyet giro) mempunyai

nominal telah lebih dari Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka

atas dokumen tersebut tidak terutang Bea Meterai.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adiah pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan
hak aﬁas tanah dan atau bangunan merupakan perbuatan hukum yang
mengakibatkan. diperoléhnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang
pribadi atau badan (dalam hal ini yayasan). Badan hukum yayasan

diperlakukan sama dengan badan-badan yang lain atau orang pribadi.

e e et o 2 1 et e
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Dasar hukum BPHTB adalah undang-undang N. 21 tahun 1997 juncto

UU No. 20 tahun 2000. obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan

bangunan, yang meliputi :

a. Pemindah.an hak, karena : jual, beli, tukar menukar, hibah, wasiat, waris,
pemasukan dalam perseroan (badan hukum lainnya), pemisahan hak yang
mengakibatkan peralthan, penunjukan pembeli dalam lelang / pelaksanaan
putusan hakim, penggabungan usaha, peleburan .usa'ha, pemekaran usaha,
dan hadiah. |

b. Pemberian hak baru, karena : kelanjutan pelepasan hakl, dan di luar
pelepasan hak.

Pada umumnya bentuk perbuatan tersebut dilakukan oleh subjck pajak (baik

orang pribadi / badan) termasuk Yayasan adalah perbuatan yang terulang

BPHTB, dengan pengecualian khusus bagi: Yayasan sebagai berikut :

a. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena wakaf. |

b. Perolehan hak atas tgnah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan
ibadah. |

Tarif pajak BPHTB adalah...lsebesar.S% élima pers'en), cara menghitungnya :

BPHTB =Nilai perdlehgn objek pajak kena pajak x tarif. “

= (NPOP — NPOPTKP) x 5%. | |

Nilai perolehan= objek pajak tidak kena pajak (NPOTKP) untuk Kantor

Pelé.yénan. Pa:iak (KPP) wilayah .lSemarar'}g Barat (Kotamadya Semarang)

adalah sebagai berikut : | |

— Jual beli = Rp. 20.000.000.-




90

—  Warns / hibah / wasiat = Rp. 150.000.000,-

C. HAMBATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK YAYASAN

Setelah berlakunya ketentuan perundang-undangan Yayasan, yaitu
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, maka kedudukan Yayasan scbagal
Badan Hukum semakin mantap yang semua menjadi bahan perbincangan baik
mengenai status hukumn!ya, gerak usahanya maupun segl kemanfaaﬁmnya
maka sekarang éudah tidak lagi.

Sebagai sebuah badan hukum, Yayasan tentunya memiliki hak dan
kewajiban yang sama yang dimiliki oleh badan-badan yang lain termasuk
dalam bidang perpajakan. Dalam hal tertentu oleh pewnerintah Yayasan diberi
perlakuan khusus yang memungkinkan diperoiehnya keringanan dalam hal
perpajakan oleh karena mempertimbangkan bahwa Yayasan yang maksud dan

tujuan serta kegiatan usahanya berorientasi pada kepentingan umum, yaitu

kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan, sehingga sudah cukup alasan

bagi pemerintah untuk memberikan keigtimewaan dalam hal perpajakan.
Namun demikian cukup disayangkan dalam hal tertentu segi
penerimaar pajak dan Yayasén tidak cukup memuaskan kalau dibandingkan
dengan data-data yang masuk sebagai subycl; pajak Yayasan. Hal ini
disebabkan oleh bebefaﬁia'hal, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kendala rahasia bank |
Sebagqimzma diketahui bahwa bank memiliki' aturan sendiri yang sangat
ketat dimana tidak. diperkenankan suatﬁ bank tanpa adanya permintaan

dari nasabah yang bersangkutan bisa membocorkan rekening nasabahnya
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ke publik. Sebab jika dilakukan maka akan terkc;'lla sanksi yang berupa
: akan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat umum dan bisa dituntut secara
. pidana oleh para nasabah yang bersangkutan.
2. Ketidakterbukaan pembukuan Yayasan

Dalam hal pembukuan Yayasan terkadang tidak tertib administrasi, artinya

Yayasan tidak melakukan pembukuan sebagaimana layaknya menurut

ketentuan perundangﬂndangan yang berlaku, sehingga sulit dﬂakukaﬁ
tindakan yang tegas karena disebabkan tidak cukup alasan untuk
melakukan penekanan terhadap éaﬁksi ﬁer_pajakan. Sementara kondisi
yang sebenarmya dari aset Yayasan yang tersurat dalam administrasi
pembukuan itu dijadikan patokan untuk menéntukan bahwa Yayasan

tersebut patut dikenai pajak-pajak tertentu,

(W3]

Berlindung dibalik kepentingan umum
Dengan dalih kepentingan umum, maka Yayasan memperoleh kelong-

garan dan keringanan dalam hal perpajakannya. Namun kenyataan dalam

praktek di lapangan 1a ‘inelakukan praktek-prakiek komersial sehingga
! | ' diperoleh keuntungan yang berlipat karena ti.dak, harus membayar pajak
yaﬁg seharusnya. J adj_ ke'gia'ta'n sosial keagamaan dan kemanusi‘aan hanya
dijadikan kedold un'tukq.nemperoleh ke_ringanlan dalam hal pajak-pajaknya.

Dengan-demikian terjawab sudah beberapa permasalahan yang terkait

dengan aspek-aspek yuridis fiskal Yayasan dan problematikanya dalam

penelitian 1ni.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik penelitian
kepustakaan maupun lapangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksud-
kan untuk memberikan pemahaman yang benar di masyarakat mengenai
Yayasan, menjalﬁin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan
fungsi sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di
bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,

2. Berdasarkan Undang—Undang No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa
Yayasan _merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang
sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.
Walaupun digoloﬁgkan sebagai organisasi nirlaba Yayasan merupakan
subyek pajak yang harus 111¢1aksanaka'n kewajiban perpajakan termasuk
sebagal pemungut sebagian bagan yang lain, atau pemotongan pajak
tertentu.

3. Kedudukannya sebag:ai 'subyek pajak menurut ketentuan ﬁerundang—
undangan, maka Yayasan dikenakan pajak-pajak negara yang masih
berlaku antara lain : . |

a. Pajak penghasilan (PPh).

a7
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b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN

dan PPn BM).
c. Beameteral
d. Pajak bumi dan bangunan (PBB).

e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

. Perlakuan perpajakan bagi Yayasan terhadap pajak negara tersebut dalam

beberapa hal oleh pemerintéh diberi keringanan. Hal ini disebabkan oleh
b

karena bahwa Yayasan merupakan organisasi nirlaba yang orientasi

kegiatannya bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

. Antusiasme pembayaran pajak Yayasan sangat rendah, hal ini terlihat dari

jumlah Yayasan yang terdapat dalam monografi fiscal Kantor Pelayanan

Pajak Semarang Barat bila dibandingkan dengan pendapatan penerifnaan

pajak Yayasan.

Secara wmum penerimaan pajak Badan Hukum Yayasan di Kantor

Pelayanan Pajak Semarang Barat belum bisa maksimal sebagaimana yang

diharapkan, karena dijumpai beberapa permasalahan yang menjadi faktor

penghambat, di antaranya adalah :

a. Kendala rahasia bank

b. Ketidakterbukaan pembukuan Yayasan

¢. Alasan berlindung di balik kepentingan umum, oleh karena maksud
dasar dan tujuan pendirian Yayasan memiliki kegiatan usaha di bidang

sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
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B. SARAN-SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis
memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Perlunya sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

untuk memberikan pemahaman yang benar tentang Yayasan sebagai

organisasi ‘mirlaba yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan

kemanusiaan.

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa
Yayasan dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan wajib pajak
yang memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakannya yaitu
sebagai pemungutan dan pemotong pajak tertentu. Sehingga perlunya
kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk membantu
penyuluhan hukum di bidang perpajakan secara terakhir dan berkesinam-
bungan.

3. Perlunya pendekatan: dan kerjasama yang baik anfara petugas pemungut
pajak dengan para pengurus Yayasan schingga segala bentuk kesulitan
yang dihadapi dalam perpajakan Yayésan. dapat teratasi dengan baik.

4. Perhinya tsaha peningkatan pelayanan kepada para pengurus Yayasan
agar mereka tidak 11lcfa§e} enggan untuk patuh ine:ﬁbéyar pajak-pajaknya
termasuk tidak me’lakukaﬁ 1na11ip1}lasi yang harus dibayar dengan dalih
képentingan umum, |

5. Perlunya‘ kesadaran p;da semua pihak tertentu dan péngurus Yayasi.an,

bahwa pajak sangat dibutuhkan negara dalam rangka pembayaran
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sehingga tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu
kewajiban karena kita telah menikmati fasilistas yang disediakan olech
-negara.

. Perlunya peningkatan SDM (sumber daya manusia) bagi pihak-pihak yang
terkait, baik para petugas maupun para pengurus Yayasan dalam bahwa
pelatihan dan tugas belajar sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya

sehingga pencrima pajak dari Yayasan dapat diperoleh secara maksimal.




- RINGKASAN

~.Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan, maka eksistensi Yayasan di Indonesia telah memperoleh landasan
hukum yang kokoh, seteiahl selama ini pendirian Yayasan hanya berdasarkan
kebiasaan masyarakat, dokl:rin dan yurisprudensi.

Perkembangan dinamis yang terjadi baik di tingkat internasional maupun

- nasional telah menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan Yayasan

sebagai organisasi nirlaba (Not — for — propet organization), dimana Yayasan

yang selama ini dikelola secara konvensional atau tradisional kiranya perlu

melakukan introspeksi -dan pembenaha}l apabila ingin dapat service dan sukses
menjalankan misinya daiam era refoﬁnasi yang menuntut adanya profesional,
keterbukaan, dan akuntabilitas Ida]am pengelolaan Yayasan,

Adanya berbagai penafsiran yang keliru dalam pengelolaan Yayasan yang
selama ini berlangsung seperti :

— Yayasan dianggap sebagai.orgzinisasi nirlaba yang sama sekali tidak boleh
mencari keuntungan (ronprofit oriented) adanya.pemikiran tersebut telah
menyebabkan banyak Yayasﬁn yangl "lesu darah" karena dalam upaya
pendanaan hanya mengandalkan "sumbangan" dari 'parla donatur tanpa
berusaha mencari sumber lain yaﬁg lebih kreatif. Lebih parah lagi bila para
donatur yang diandali:an a_dalah orang atau badan yéng sama dari tahun ke

tahun yang dimintakan belas kasithannya.
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— Karena Yayasan memiliki misi sosial, keagamaan dan kemanusiaan maka
dapat dipahami bahwa managemen Yayasan kurang profesional dibandingkan
dengan managemen. bisnis yang bertujuﬁn laba (profit oriented), karena para
pendiri dan pengurusnya adalah para sukarelawan yang juga mempunyai
banyak kesibukan lain, dan kwalitas pelayanan yang diberikan oleh Yayasan
tidak setinggi yang diberikan oleh perusahaan karena karyawan Yayasan
diberikan imbalan yang lebih rendah. |

— Sebagai organisasi nir]abﬁ, pengelolaan Yayasan dianggap berbeda dengan
pengelolaan‘perusahaan. Banyak Yayasan yang tidak berkgmbang Iclarena
djkelola‘dengan kurang p;rofesional, tidak efisien, tidak adanya akuntabilitas
publik, kurangnya pengawasan dan sebagainya.

Paradigma pengelolaan Yayasaﬁ yang berjalan tersebut menunjukkan
bahwa perlu adanya pembenahan yang maksﬁnal agar supaya Yayasan dapat
berkembang schat mencapai. maksudnya. Sehubungan dengan aspek perpajakan
bagi Yayasan selama ini timbul berbagai kesalahpahaman, sebagai organisasi
nirlaba, yaitu yayasan tidak membagikan laba atau keuntungan yang diperolehnya
baik dalam bentuk devliden, bagian laba dan sejenisnya, karena Yayasan tidak
mempunyal pemﬂik maupun anggota. Timbul berbagai anggapan bahwa Yayasan
bebas pajak karena tujuan Yayasan adﬁlah dalam bidang sosial, keagaﬁaan dan
kemanusiaan yang semata-mata untuk kepentingan umum / kepentingan sosial.

Berdasarkan ketentuan pgrundang.-undanggn Yayasan, bahwa Yayasan

merupakan badan hukum, sebagai badan hukum Yayasan merupakan subyek

pajak. Sebagai subyek pajak Yayasan akan dikenakan pajak-pajak negara yang




masih berlaku sebagaimana badan yang lain di antaranya adalah : Pajak Penghasi-
lan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPN dan PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi daﬁ Bangunan (PBB), dan Bea
Pendidikan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Periakuan berbagai macam pajak negara tersebut, pada pajak tertentu
diberikan fasilitas oleh negara dalam bentuk keringanan dalam membayar pajak
yang seharusnya dibayarkan, mengingat bahwa organisasi Yayasan berorientasi
kegiatan pada kepentingan publik (umum) yaitu sosial, keagamaan dan
kemanusiaan schinga negara b‘_erkepentingan‘ untuk itu karena secara tidak
langsung membantu pemerintah / negara dalam rangka mencapai masyarakat adil
dan makmur sebagaimana cita-cita negara dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, dari dalam kenyataan di lapangan digambarkan bahwa perolehan
pendapatan pajak badan Yayasan tidak diperoleh secara maksimal dari 117 buah
jumlah Yayasan yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat
diketahui 'hanya 15 buah (12,8%) yang bayar PPh badan dengan pendapatan
Rp. 49.841.345 dengan perincian sebagai berikut :

Pasal 25 = 8 buah = 8.446.428

Pasal 4/26 = 7 buah = 41.394.917

Pasal 23/26 =0

Final =0
Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan’ badan hukum
Yayasan dalam kewajibannya membayar ﬁajaknya itu rendah, hal ini disebabkan :

1. Kendala rahasia bank
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2. Ketidakterbukaan pembukuan Yayasan
3. Alasan berdalih demi kepentingan umum

Permasalahan yang menjadi kendala tersebut di atas yang dibayarkan
menunjukkan bahwa kelemahan merupakan faktor kunci yang kiranya periu
dibenahi agar perolehan pajak Yayasan dapat diperoleh secara maksimal sehingga
bisa membantu permasalahan negara dalam hal pendapatan negara dari sektor
pajak yang pada akhirnya dapat membantu pembangunan negara yang sedang kita

galakkan bersama.




